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BAB I

PENDAHULTUAN
1,1 Alasan Memilih Judul

Jika kita tinjsu dari sudut hukum pidana, mika
pemidanaan merupakan salah satu cara yang efektif di-
terapkan oleh negara untuk menanggulangi kejahatan, se-
kurang-kurangnya mencegah atau mengurangi tingkat keja-
hatan yang terus meningkat. .

Tetapl perlu diketshui bshwa di dalam penjatuhan
pidans kepada seseorang tidaklah dimaksudkan sebagai tin-
dakan balas dendam dari negara terhadap pelaku kejahatan
tersebut. Oleh karena itu tidak boleh ada penyiksaan ter-
hadsp terpidana baik yang berupa tindakan ataupun tindakan
lain yang tidak berprikemesnusisan. Penderitasn satu-satu-
nya adalah dengan dihilangkannys sebahagian atau seluruh
kemerdekasannya.

Dan selama terpidana berada dalam tembok penjara
atau lembaga pemasyarakatan, mereka harus dididik bagai-
mana cara bermasyarakat yang baik, bukan malah sebailiXx-
nya mereka (para napi) malahan merasa dissingkan dari .
masyarakat dan masyarakatpun kKadang-kadang, bahkan ti-
dak mau lagli menerims mereka kembali bergabung setelah pa-
ra napi itu dibebaskan.

Memang masalah ini merupakan suatu massalah yang
sukar dimengerti, maka salah satu cara untuk memecahkan
masalah tersebut oleh pembuat undang-undang menetapkan be-
berapa bentuk kebijaksanaan bagi terpidana diantaranya ada-
lah pelepasan bersyarat, Tujuannya adalsh agar terpidana
itu sebelum bebas betul, sudah dapat mengadaken penyusuai-
an diril pada masyarakat dan menjaga semua tingkah lakunya
agar tidak membuat pelangagaran atau kejahatan lagi, sehing-
ga ia kelak dapat diterima oleh masyarakat setelah ia dibe-
baskan yang akhirnya ussha untuk merehabilitasi para napi
itu dapat tercapai. :



Berdasarkan uraian di atas makas alasan penulis
memilih judul “PELAKSANAAN PELEPASAN BERSYARAT DT LEM=-
BAGA FEMASYARAKATAN UJUNG PANDANG TAHUN 1989-1991" ada-
lah : :

(1) Untuk menimbulkan hasrat yvang lebih besar
dari penulis hukum dan kalangan praktisi untuk lebih
banyak menulis masalah pelaksansan pelepasan bersyarat,
sehingga bahan literatur 4i bidabhg ini lebih memadai.

(2) Karena masih kursng, bahken belum adanya
mahasiswa fakultas hukum UNHAS ysng membahas topik ini
secara khusus,

(3) Kerena masih kurangnya rengetahuan masyara-
kat mengenai sdanya kzs=mpatan vang dapat diperoleh’ bagi
harapidana untuk dilepsskan bersyarat,-

=

1.2. Permasalahan

Di dslam rumusan pasal 15 ayat (1) KUHP, dapat
diketahui bahwa yang dzpat dibebaskan secara bersyarat
itu hanyalah orang-orang yang oleh hakim telah dijatuhi
dengan pidana penjara, yang dua pertiga dari masa pida-
nanga itu telah mereka jalankan, dan lamanya dua perti-
ga darl masa pidana tersebut sekurang-kurangnya adalah
sembilan bulan.

Ini tidak berarti bahwa setlap orang terpidana,
Yang oleh hakim telah dijatuhi pidana penjara itu dapat
dibebaskan secars-bersyarat, karena menurut ketentuan di-
dalam pasal 55 dari Ordonansi tanggal 10 Desember. 1917,
Staatsblad tahun 1917 nomsr 708, Yang dapat dibebaskan
Secara bersyarat itu ternyata hanvya orang-orang yang
sedang menjalankan pidana penjara, Yang di dalam lembaga
pemasyarakatan telah digelongkan dalam golongan orang-
Orang terpidana kelas tiga saja.

Darl wursian diatas timbullah behberapa masalah
¥Yang penulis dapat simpulkan sebagai beriiut

-



(1) Adakah hubungan :@ntara tujuan pemberian pe-
lepasan bersyarat vang diberikan kepada terpidana dengan
hukuman yang mereka harus jalankan, serta jenis tindak
pidana yang telsh mereka lakukan 7

(2) Bagaimanakah kriteria ¥ang pasti tentang
syarat pemberian pelepasan bersyarat yang diberlakukan
bagi terpidana sesuai undang—undanq, dimana menjadi da-
Sar pedgangean bagi aparat lembaga pemasyapakatan untuk
mengusulkan pelepassan bersyarat bagi seorang terpidana 7

1.3 Metode Penelitian

Galam rangka mengumpulkan data dan merampungkan
skripsi inil, maka penulis menggunakan metode peneliti-
an sebagai berikut =

(1) Penelitian kepustakasn atau library resdarch
yaitu penulis dalam hal ini memilih beberapa sumber ref-
rensi yvang erat hubungannya dengan Penulisan skripsi ini
antara lain adalah :

8,Buku yang ditulls e¢leh Edwin H.Sutherland dan
Donald R.Cressey yang bejudul " The Criminology",edisi 9.
terutama bagisn ysng membahas. _ tetang "Parol" atau pem-
bebasan bersyarat. - . .

Fenulis memilih buku ini, ksrena buku ini tentunya
mempunyai bebeot ilmiah yang tidak diragukan lagi dan di-
pakai secara internasional. -

b.Buku yang ditulis oleh DR,Andi Hamzah,SH. terutama
yang menysngkut masalah pemidansan, buku ﬂrs.P.ﬁ.P.Lamintang,
tentang hukum penitensir, KUHP yang ditulis oleh R.Scesile
dan lain-lain.

Penulis memilih buku-buku di atas disebabkan di-
samping mempunyai bobot ilmiah Yang tinggi dan tentunya
Juga tidsk -diragukan , karena telah dipakal diseluruh nu-

santara dalam negara kita, terutama pada perguruan tinggi
negeri dan swasta.

Dengan berdasar pada buku-buku di atas maka, penulis



Dalam penelitian kepustakaan ini menggunaskan metode
rerbandingan, yakni penulis membandingkan pendapat
dan teori antara buku ¥ang satu dengan vang lainnya.
(2) Penelitian lapangan atau field research
dalam hal ini penulis mengumpulkan data, baik data
sekurider maupun data primer dengan jalan menggunakan

metode wawancara dan mengambil arsip atau keterangan
mengenai pelepasan bersyarat,

Dan pada kedua metode ini (metode wawancara dan
pengambilan areip), penulis lanqgung menemui nara sum-
bernya yaitu pa2tugas lembaga pEmésyarakatan yang mena-
ngani langsung tentang relepasan bersyarat, Kepala '
Balai BISPA, serta para terpidana sendiri..

l.4. Komposisi Bab

Skripsi ini terdiri dari enam bab. Tiap-tiap bab
berhubungan satu sama lainnya, sehingga merupakan suatu
kesatuan yang tidak terpisahkan.

Sebagaimana lazimnya dalam penulisan skripsi atau
karya tulis ilmiah lainnya, bab pertama selalu dimulai
dengan bab pendahuluan. Dalam bab ini dijelaskan mengenai
hal-hal vang utama sebelum memasuki bab-bab selanjutnya
seperti : alassn memilih judul, pernyataan masalah, meto-
de penelitian, dan kemposisi bab.

Bab berikutnya, vaitu bab ke-2, menguraikan: be-
berapa dasar pengertian istilah, agar nantinys tidak ter-
jadi kesalahpahaman istilah-istilah vang digunakan dalam
bab ini yaitu : bengertian pidana dan pemidanaan, teori-
teori pemidanaan, konsep-konsep pemidanaan, jenis-jenis
pemidanaan dan tujuan pemidanaan,

Eab berikutnya, vaitu bab ke-3, yang merupakan
bab lanjutan dari bahb sebelumnya, Di dalam bab ini mengu-
raikan tentang tindakan dan kebi jaksanaan dalam penjatuh-
an pidana, dan bab ini terdiri dari lima sub bab yaitu s



pengertian tindakan dan kebijaksansan, tindakan tatater-
“tib bagi para terpidana, pemberian izin untuk hidup be-
bas di luar lembaga pemasyaraksatan serta usaha pembina-
@n narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.

Bab berikutnva adalah bab ke-4, yang merupakan
inti dalam skripsi ini. Bab ini membahas tentang
‘pelepasan : bersyarat, yang terdiri dari enam. ‘- - !
bab yaitu : sejarah dan pEngértian pelepasan bersyarat,
tujuan pelepasan bersyarat, syarat-syarat dalam pelepas-
an bersyarat, serta tahab-tahab pembinaan narapidana untuk
memperoleh pelepasan bersyaratnya,

Bab ke-5, adalah bab hasil penelitian empiris dari
penulis untuk melengkapi tulisn ini. Pada bab ini terdi-
ri dari énam sub bab yang saling berhubungan yaitu : me-=
ngenai umur terpidans, jenis tindak pidana yvang telah me-
reka lakukan, lamanva masa pemidanaan, status sosial ter-
pidana, terpidana vang kembali menjalani masa pidananvya
karena melanggar pelepasan bersyaratnya, serta hambatan-
hambatan pelepasan bersyarat 4i lembaga pemasyvarakatan
Ujung Pandang.

Dan bab ke-6, adalah merupakan bab terakhir atau
bab penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran
dari penulis. Kesimpulan dipercleh dari hasil data empi-
ris yang tercantum pads bab ke-5, dan saran dikemukaksn
berdasarkan kesimpulan yang penulis perocleh.



BAB 2

PIDANA DAN PEMIDANAAN

2.1 Pengertian Pidana dan. Pemidanaan .

Mengartikan pidana adalah sesuatu.yang tidak  mudah
untuk dipecahkan dan telah menimbulkan berbagai macam
pemikiran, yang dituangkan orang dalam berbagai tulis-
an berupa hasil-hasil pemikiran dari mereka yang utama-
nya berkecimpung dalam ilmu pengetahuan hukum, khusus-
nya hukum pidana.

Karena terlalu banyaknya hasil pemikiran menge-
nai pengertian pidana dan pemidanaan tersebut, sehing-
ga tidak jarang banvak ahli hukum atau sarjana hukum
yYang membedakan kedua istilah tarsebut,

Semula istilah "pidana" dan "pemidanaan" dipakai
berganti-ganti sebagai kata yang sinonim, dan mempunyai
arti sebagai suatu sanksi‘ atau ganjaran yang bersifat
negatif. Ia menimbulkan derita atau nestapa., Misalnya
seorang pencuri dipidana masuk penjara. Namanva saja
renjara telah menunjukkan arti penjera, Supaya ia jera.
S5i pencuri tersebut terpisah dari keluarganva, teman-
temannya, kehidupannyva ¥Yang merdeka dan bebas, .- ..

DI saudi Arabia, di mana hukum islam diberlaku-
kan secara mutlak, maks sanksi yvang diterima bagi se-
Orang pencuri adalsh tangannya dipotong. Tujuannya ada-
lah sama yakni supaya ia tidak mencuri lagi dengan ta-
ngannya yang puntung itu, begitu pula terhadap orang
lain akan merasa ngeri melakukan perbuatan semacam itu,

Dalam sistem hukum kita, hukuman atau pidana wyang
ﬂija;uhkan dan perbuatan-perbuatan 3pa yang diancam pida-
na harus lebih dahulu tercantum dalam undanq-undang pida-
na, seperti yang tercantum pada pasal 1 avyat (1) KuHPp,
Disinilah letak perbadaan istilah hukuman dan pidana itu,
Suatw pidana harus berdasarkan ketentuan undang-undang

(pidana) sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya,
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HMenurut profesor Van Hamel arti pldans stau- straf
memirut hukum positip fE.h.F.Lamintang,'iQEd;#?J'adalah:

Een bijzender leed, tegen den overtreder van eeqn
door den staat gehandhaafd rechtvmnrschrift, op

den enkelen dgrond wan die overtreding, van wege

den staat als handhaver der openbare rechtsorde,
door met de rechtsbedeeling belaste geZag uilt te
Epreken."

Yang artinys adalah :Suatu renderitaan yang bersifat ;
khusus, yang teish dijatuhkan oleh kekuasaan Yang ber-
wenang untuk menjatunhkan pidana atas nama negara seba=-
9ai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi se-
orang pelanggar, vakni cemata-mata karena orang terse-
but telah melanggar susty peraturan hukum vang harus di-
tegakkan oleh negara.

Sedangkan menurut rendapat Prnfuﬁr.simmnﬁihahwa:
- 8rti‘pidans atau straf {P_A.F.Lamintang, 1984:48) adalah:

———

"Het leed, door de strafwet als gevelg aan de over
treding van de norm verbonder, dat aan den schul-
dige bij rechterlijk vonnis wordt opgelegd”,

¥ang artinya adalah : sustu penderitaan yang oleh undang-
undang pidana telah dikaitkan dsngan pelanggaran terhadap
Suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dija-
tuhkan bagi Sefeorang yang bersalah,

Lain halnvya dengan pendapat Algra dan Janssen;hahwg
arti pidana atau straf {P*A.F_Lamintang, 1984 :48) adalah-:

"Het middle waarmee de overheid (rechter) degene die
e2n ontoelaatbare handeling pleegt terechtwi jet of
tot de orde foept, Deze reactie wvan de overheid op
£ijn handeling ontneemt de gestrafte eep deel wvan
de bescherming die hij, als hij geen delict geplee-
gd zou hebben, genie t.a.v.zijn leven, =zijn vrij-
heid, zijn vermogen",

artinya adalah : alat ¥Yang dipergunakan oleh Penguasa atau
hakim untuk memperingatkan mereka Yang telah melakukan se-
Sustu perbustan ysng tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari
pPenguasa tersebut telah mencabut kembalil sebagian dari per-
lindungan Yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas
nyawa, kebebasan, dan harta kekayaannya, Yaltu seandainyas



Iz sudah tidak melakukan suatu tindak pidana lagi.
Kemudian menurut Profesor Roeslan Saleh, SH
(1978 : 5) mengartiken pidana adalah :

FPidana adalah reaksi stas delik dan ini berwujud
Suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan ne-
gara kepada pembuat delik itu?

Dan Profescor Bonger( 1977 : 24 ),mengattikan pidana sa-
bagai berikut ;

“Pidans adalah mengenskan suatu penderitaan, ka-
rena orang itu telah melakukan suatu perbuatan
yang merugikan masyarakat?

Dari beberapa rumusan mengensi pidana ysng penu-
ils wredkan distzs dapat ditarik sustu kesimpulan bahwa
pidana atau straf itu adalah suatu derita atau nestapa
yang memang dengan sengaja dijatuhkan atau ditimpakan
kepada mereks vang dinvatakan telah melanggar undang-
undsng hukum pidena dengan suatu putusan dari hakim.

Sedangkan yang dimaksud dengan pemidansan itu
sendiri menurut Profesor Sudarto ( 1977 : 71 )} adalah :

"Penghukuman berassi dari kats dasar hukum,
sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan
hukum stau memutuskan tentang hukumnya (berech-
ten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa
itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana
saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh kare-
na itu tulisan ini berkisar pada hukum ridana,
maka istilah tersebut harus disempitkan artinya
yaitu penghukuman dalam perkara pidana, vang ke-
rapkali sinonim dengan pemidansan atau pemberi-
an atau penjatuhan pidana oleh hakim, Penghukum-~
an dalam hal ini mempunyai makna sama dengan
sentence atau vercordeling.

2.2 Teori-teori Pemidansan

Diketahui bahwa sistem yvang digunakan untuk mem-
berikan_hukuman terhadap terpidana yang patut mendapat
hukuman sangat beraneka ragam darl waktu ke waktu dise-
tiap negara. Tindakan pemidanaan atau penghukuman ter-
hadap pelanggar undang-wundang tidaklah selalu terdapat
kesamaan pula dalam setiap kelompok masyarakat.



0leh sebab itu penulis mencoba memaparkan be-
berapa teoti tentang penghukumesn atau pemidanaan anta-
ra lain
8. Cultural Consistenscy theory

Yaitu suatu ecara pelaksansan tindakan Penghukum-
90 yang menggunzakan cars Yang masih primitif terhadap g
pelenggar. Cara-cara ity adalah pada pelaksasnaan hukuman
terhadap penjahat sekitar 2 (dua) abad vang lalu, penja-
hat dihukum atau disikss dengan dikeluarkan isi perutnya,
digantung dehgan rantai, dicap dengan besi banas, dengan
tiang hukuman, kursi hukuman atau dengan cara-cara Yang
tidak manusiawi sifatnva.

Hal seperti ini barlaku pada jaman dimana peradak-
80 waktu itu mengsnggap penderitaan jasmani sebagai hal
biasa dan pencegshan terhadap penderitaan jasmani tidak
tumbuh,

Kemudian cara penghukuman berkembang dengan mema-
kai sistem harga. Dengan memakai istilah dalam keuangan
yYakni berutang terhadap masyarakat dan penjahat itu di-
haruskan membavar sebanysak harga vang ditentukan alesh
Yang berkuasa pada saat itu. Selama harga diterimas sebagai
hubungan yang konstan dalam hubungan dengan rerdagangan,
jugas diterima hukuman dalam hubungannya dengan kejahat-
an, secara konstan. Tujuannya adalah hukuman melengkapi
ke jshatan. = T

Sehingga ahli-ahli ekonomi pada jaman klasik ber-
pendapst bahwa aps ysng didapatkan harus seimbang dengan
apa vang diberikan. 8edangkan ahli-ahli kriminologi kla-
sik juga mengambil kesimpulan, bahwa hukuman harus dise-
imbangkan dengan apa yang diambil berupa kejahatan.

Hal yang lebih khusus lagi adalah perubahan umum
dari dua cara penghukuman dalam beberapa abad yang terak-
hir yang berhubungsn satu sama lain yvaltu :

1) hukuman penjata lebih sering digunakan.

2) sedangksn hukuman badan jarang digunakan.
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b, The Scape Goad Theory atau teori kambing hitam

Fara ahli psycho analistis mengemukakan suatu
teori yang ada hubungann¥s dengan keinginan agresip
manusia beserta nafsu-nafsu vang instink. Perlakuan ter-
hadap penjahat adalah berupa pengambing hitaman (as-
8_scape goat), dari instink ini dalam bentuk Yang me-
nurut peraturan  {legitimate expression).

Jadi pendapat paham ini adalah bahwa penghukum-
an terhadap penjahat vakni merupakan pernyataan nafsu
masyarakat seperti halnya penjahat itu menyatakan naf-
su instinknya, dengan mengadakan tingkah laku jahat.

Versi lain yang populer dari teori ini adslah

yang lebih banyak berhubungan dengan nafsu agresip ma-
nusis. Menurut faham ini, seperti halnys keinginan sex
Yang instink pada manusia, juga di delam kehidupan ma-
nugia ada sejumlah hasrat Yang agresip yang disebabkan
oleh pertentangan dalam jiwanya, yang ada di luar kesa-
daran, nafsu ini meéstinys dinystakan stau di expressi-
kan. Itu dapat dinystaken dalam bentuk tingkash laku ja-
hat, dan dapat pula dinyatakan dalam penghukuman ter-
hadap pelaku perbuatan janat atau dapat pula dingatﬁkan
dengan cara-cara lainnya. Variasi dalam tindakan peng=-
hukuman terhadsp kejshatan, akan tergantung dari kemung-
kinan pemilihan jalan keluar dari keinginan agresip ter-
sebut,

€. Social Structure Theory atsu teori struktur sosial

Beberapa sarjana ilmu sosial, utamanya sarjana
Eropah, telah berusaha untuk menghubungkan beberapa va-
riasi di dalam tindakan penghukuman, yang dinystakan
dan dilaksanakan dengsn varissi-variasi dalam struktur
sosial. Teori ini membagi bentuk renghukuman menjadi
empat bentuk penghukuman antars lain:

1} Penghukuman dengan kondisi ekonomi

2) Penghukuman dalam kelas pertengahan
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3. Penghukuman dengan pembagian tenaga kerja.

4, Penghukuman dengan sosial disorganisasion.
ad.l. Penghukuman dengan kondisi ekonomi. % T

Pengertian dassr teori ini, adalsh bahwa kejahatan
itu merupakan gejala dari masyarakat kelas rendah, dan tip-
dakan terhadap kejahatan merupakan gejala, gejala daril
msyarskat kelas yang lebih tinggi yang mempunyai kekusatan
politik, Apabils keadasn ekonomi dalam kemiskinan dan pa-
Saran buruh dibanjiri, kelas yang lebih tinggi menjatuhkan
hukuman yang keras terhadap kelas ¥Yang lebih rendah, akan
tetapi jikas kelass Yarg lebih tindgi itu membutuhkan tenaga
kerja, maka hukuman Yang dijatuhkan sedikit lebih ringan,
ad.2.Penghukuman dalam kelas pertengshan.

Teori ini merupskan tendensi untuk menjstuhkan hu-
kuman tanpa menghsrapkan keuntungan apa-apa, ciri utams
dari kelas pertengahan yang lebih rendsh dari masyarakat
yang mempunysi kondisi hidup ¥ang menyebabkan anggota masya-
rakat tersebut harus pandal menshan diri, Yang menjadikan
mereka banyak menemukan prestasi dalam memenuhi keinginan
alamiahnya.

Pernyataan teori ini dapat dibagl atas tiga bagian
Yaitu :

(8} Tindakan penghukuman terhadap pelanggaran/kejahat-
an yang timbul dari soal yang kejam pada masyarakat, dan
tidak berasal dari orang yang langsung dirugikan karena per-
biatan jahat tersebut.

{E} Moral yvang jahat selaluy diketemukan dan diekslusgif-
kan dengan kelas pertengshan yang rendah, Yang disebabkan
prestasi yang mereks alami.

(c) Tindakan penghukuman menjadi meningkat, lebih se-
ring dan lebih keras, pads waktu kelas pertengahan yvang le-
bih rendah itu terkontrel dan menurun padas waktu kelas per-
tengahan ini meningkatkan kekuatannya.



ad. 3. Penghukumsn dengan pembagian tenags kerija

Durkheim menentukan turun naiknya tindakan peEno-
hukuman dengan perubahan dalam tenaga kerja di masyarakat,
Teori Durkheim ini dapat disimpulkan dalam tiga hal yakni:

(a) Pelanggsrsn yang merugikan kepentingan masya-
rakat bersams menimbulkan hukuman yvang lebih keras dari-
pada pelanggaran terhadap kepentingan perorangan. misal-
nya : penghianatan, pelanggaran sgama, dll,

(b) Penghukuman untuk kejshatan yang dijatuhkan
oleh pengadilan yang berlaku untuk semus Oorang atau orang
tertentu, mereka dikenakan tindakan terutama debgan mak-
sud untuk mengembaliksn kepentingan-kepentingan masyara-
kat, bukan berupa pembalasan, intimidssi atau untuk ke-
pentingan reformasi.

(c) Sejak prinsip organisasi masyarakat berubah
dari solidaritas mekanis menjadi solidaritas organis tin-
dakan penghukuman terhadsp pelanggaran cenderung untuk
menjadi hileng dan diganti dengan cara-cara mengganti rugi
dan perbaikan.

ad. 4. Pengukuman dengan sosial disorganisasion.

Menurut teori ini bahwa jumlah dari kekerasan tin-
dakan penghukuman cenderung mengarah secara langsung pzda
heterogenity dan antagonism di masyarakat. Bila suatu masya-

rakat mempuntai moral yang homogen, maka pelanggaran terha-
dap aturan moral itu jJarang terjadi dan tindakan masyarakat
terhadap mereka tidak bersifat penghukuman yang sungguh-
sungguh.

Tetapi apabila jaring-jaring hubungan masyarakat
terputus, maka ada kenaikan keheterogen stau susatu keadaan
yang dapat disebut sosial disorganisasion atau tindakan
mssyarakat terhadap pelanggar-pelanggar aturan masyarakat
menjadi bersifat menghukum,
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2.3 kKonsep-konsep Pemidanaan

Walaupun Wethoek Van Strafrecht peninggalan DEn=-
jajah Belanda sudah tidak dipakai lagi di Negara kita,
tetapi knnsekaunseP Pemidanaannva masih tetap sama se-
perti sekarang ini, meskipun dalam praktek pelaksanaan-
nya sudah berbeds, W

Dalam masalah pemidanaan dikenal sda dua konsep
yang sering diterapkan mulai dari jaman W,v.5. pénjajah
belanda sampsi sekarang yakni di dalam Kitab Undang-un-
dang Hukum Pidana | KUHP ) kits vyaitu

(2) Bahwa crang yang dipidana harus menjslani pi-
dananya di belakang tembok rpenjara. Ia harus diasingkan
darl masyarakat ramsi dan terpisah deri kebissaan hidup
sebagalmana layaknva mareka yang bebas., Pembinaan bagi
terpidana juga harus dilakukan di belskang tembok penja- 5
ra.

(b) Bahwa selain mereka {para napi) dipidana, mere-
ka juga harus dibina untuk kembali bermasvarakat atau di-
rehabilitasi dan resosislisasi.

Konsep ini timbul Yang merupakan usul baru dari
masyarakat sendiri, agar lebih diperhatikan perlakuan ke-
manusisan terhadap terpidana, Urang mulai memikirkan
misalnya, tentang kebutuhan biologis. dan sebagainya. Jika
suéah demfﬁiénr'maka‘tujuaﬂ utama pemidansan vakni penje;
raan terhadap terpidsna ity dapat hgruhah.‘séhénarﬁyé--
¥ang perlu diperhatikan ialah selain tujuan penjeraan ke-
Pada terpidana vang bagaimanapun juga tidak dapat dihilang-
kan dalam suatu sistem pidana, perlu puls dipikirkan lebih
mendalam tentang resosialisasi bukan hanvya masyarakat,
hal ini bisa terjeadi jika masyarakat mau menerima.

Dan tidek akoh bisi terjaai jika hi%yarak%f'benangap-

an hshwa orang Yang melakukan tindak pidana harus dibina
di dalam tembok penjara.
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2.4 Jenis-jenis pidana

Berdasarkan ketentuan di dslam pasal & Undang-
undang No.l Tshun 1964, maka Wetboek van Stafrecht voor
Indonesia dirubah mamanya menjadi Kitab Undang-undang
Hukum Pidana. KUHP itu mulai diberlakukan di Indonesis
berdasarkan Koninklijk Besluit atau putusan keraljaan
tanggal 15 Oktober 1915 No.33,S5taatsblad tahun 1915 No.
732 jo, Staatsblad tahun 1917 No.45%7 dan No.645 mulai
tanggal 1 Jsnuari 1918, Hukum pidana Indonesia hanya
mangenal dua jenis pidana, Yaitu pidana pokok dan pida-
na tambahan.

Menurut ketentuan di dalam pasal 10 KUHP, maka
pPidana tardiri atas :

3. Fidana Pokok :
l. Pidana Mati
2. Pidana Penjarsa
3. Pidansa Kurungan
4., Pidana Denda

b. Pidana Tambahan :

1f Fencabutan beberapa hak yvang tertentu

2, Perampasan beberapa barang tertentu

3. Pengumuman keputusan hakim.

Kemudian dengan Undang-undang tanggal 31 Oktober

1946 No.20, Berita Republik Indonesia II NHo.24, bahwa
selaln daripada hukuman pokok tersebut dalam pasal 1
nuruf a di atas, ada hukuman pokok baru vaitu hukuman
tutupan yang menggantikan hukuman penjarz dalam hal
tersebut gesual pasal 2,

2.5 Tujuan Pemidanaan

Pemlkiran mengenai tujuan dari suatu pemidanaan
yang dianut orang dewasa ini, sebenarnya bukanlah merupa-
kan suatu pemikiran Yang baru, melainkan sedikit atau ba-
nyak telah mendapat pengaruh dari pemikiranspemikiran
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e

para pemikir beberaps abad ysng lalu, yang pernah mengelu-
arkan pendaspat mereka tentang dasar pembenaran atau ten-
tang rechtvsardigingsgrond dari sustu pemidanasan, baik
¥ang telah melihat pemidanaan itu semata-mata sebagal
pemidanaan saja, maupun yang telah mengaitkan pemidanaan
itu dengan tujuan atau dengan tujuan-tujuan yvsng ingin
dicapai dengan pemidanaannya itu sendiri.

Adapun mengenai tujuan yang hendsk dicapai dengan
Suatu pemidanaan itu ternysta tidak terdapat suatu kesa-
maan pendapat di antara para pemikir itu. Menurut Prof, Simons .
{P.AEF.Lamiutang,1984423] mengatakan bahwa hinggs abad ke de-
lapan belas, praktek pemidsnsan itu berada di bawah penga-
ruh dsri palam pembalasan atau vergeldingsidee dan paham

membuat jera atsu afeschrikkingsidee,

Sedangkan Prof. Van Hamel {?.A.F,Lamintang, 1984:23)
bahwa hingga akhir abad ke-19 praktek-praktek pemidanaan
itu masih dipengaruhi oleh dua pemikirsn pokok seperti
yang dimaksud di atas yaitu vergeldingsidee dan afschrik-
kingsidee,

Hugo de Groot ( P.A.F.Lamintang 1984:24 )} vang
mempergunakan mazhab hukum alam untuk mempercleh penje-

lasan tentang apa sebabnya seorang pelaku itu harus di-
pandang sebagai layak untuk mempercleh s=anksi dari aki-
bat perbuatannya, telah melihat pada kehendak alam, yaituy
barang siaps telah melakukan sesuatu Yang bersifat jahat,
maka selayaknya apabila ia jugs diperlakukasn secara Ba-
hat, -

Seperti halnya Rousseau dan Beccaria yang berpa-
tokan bahwa dasar pembenaran dari pidana berada pada ke-
hendak individu dengan tidak meninggazlkan paham pembalasan,
sebagai tujuan pemidanaan,

Di Jerman sendiri penulis-penulisnya itu, kebanyak-
an mempunyal teori bahwa dasar pembensran dari pidana pa=
da kejahatannya sendiri, yakni sebagai suatu akibat yang
wajar, yang timbul darili setiap kejahatan.



Teoti-teori dari penulis Jerman seperti yvang pe-
nulis maksudkan diatas itu disebut teoti absolut, yang
ingin memisahkan antars pengertian pidana dengan tujusn
Pidana itu sendiri, Yang dimasukkan ke dalam pengertian
teori-teori absolud ( P.A F.Lamintang, 1984 :25), yaitu:
teori dari Kant, Hegel, Herbart, Stahl,von Bar, Kohler
dan dari Polak,

Di dalam teori Kant itu mﬂnghenﬂaki bahwa setiap
Perbuatan melawan hukum ity harus dibalas. Sedangkan me-
nurut teori Hegel juga menghendaki adanya apa yang dise-

but dislektische Vergelding stau pembslassn yang bersi-
fat dialektis, vsitu mensyaratkan adanya suatu keseim-
bangan antars kejshatan yang telah dilakukan cleh sese-
orang dengan pidana yang harus dijatuhkan pada “orang
tersebut,

Teori Herbart mengatakan bahwa pembalasan itu harus
dipandang sebagai suatu yang sifatnya sestetis, Kejahat-
8n yang tidak dibalas itu merupakan suatu ketidskadilan,
Stahl juga berpendspat bahwa dengan suatu pemidanasn itu
orang dapat mencapai tiga tujuan,  yvaitu.-:z-untuk melindunci
tertib hukum, untuk mencegah orang melakukan kejahatan
dan untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan ke-
jahatan,

Di samping teori-teori absolut 41 atas, kita masih
dapat menjumpai sejumlah tecri-teori, Yang di dalam ilmu
pengetahusn hukum pidana juga sering disebut . sebagai teo-
ri-teori tujuan atau doeltheorieen, yakni teori yangi: ber-
usaha.mencari dasar pembenaran dari suatu pidana itu se-
mata-mata pada satu tujusn tertentu, dimana tujuan itu
dapat berupa : tujuan untuk memulihkan kerugian vang ditim-
bulkan oleh kejahatan, tujuan untuk mencegah sgar orang
lain tidak melakukan kejahatan.

Grolman berpendapat bahwa tujuan darid pidana itu
adalah untuk melindungi masyarakat, dengan membuat penja-
hat-penjahatnva menjadi jera.
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Fada dasarnys terdapat tiga pokeok pemikiran ten-
tang tujuan yasng ingin dicapai dengan suatu pemidanaan
{ P.A.F Lamintanq 1984:23 J,;vaitu 3z ‘oo P I

a.Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu
sendiri.

b.Untuk membuat orang menjadi jeras untuk melakukan
kejahatan-kejshatan,

c.Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu tidak
mampu lagi untuk melakukan kejshatan yvang lain,
vakni penjahat-penjahat vsng dengan cara vyang
lain sudah tidak dapat diperbaiki.

‘Tentang teori yang pasti untuk mencapai tujuan
pemidanaan yang ideal, hingga kini belum terdapest suatu
kesamaan pendapat di antara para ahli hukum dan krimino-
logi. Akan tetapi dalam praktek pelaksanaan pidana atau
pemidanaan, dapat diketahui bahwa pemikiran mereka menge-
nei tujuan pemidanaan dewasa ini sedikit banyaknya masih
dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran teori beberapa asbad
vang lampau,

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan peng-
hargasn terhadap hak-hak azasi manusis di muka bumi dewa-
sa ini, maka para penguasa serta para ahli hukum dan kri-
minologi berusaha mengadakan pembaharuan atau perubahan-
perubahan terhadap semua Kekurangan-kekurangan untuk men-
capai tujuan pemidanaan yang ideal. Misalnya tujuan pami-
danaan adalah untuk preventif agar masyatakat yang lainnya
tidak berbust atau melakukan kejahatan, untuk merehabili-
tasl para penjahat agar kelak ia dapat kembali bermasya-
rakat dengan balk apabila ia telah menjalani pidananya,
memperlakukan para napi secars manusiawi,dll.



B AB 3

TINDAKAN DAN KEBIJAKSANAAN DALAM FENJATUHAN PIDANA
3.1 Pengertian Tindakan dan Kebijaksanaan

Di dalam kamus umum Balasa Indonesia, kita dapat
mengetahul arti dari kata "tindakan" yaitu aturan (yeng-
dilakukan), berbuat sesuatu, misalnya melakukan sustu per-
buatan untuk mengatasi satu .atau beberspa masalah.

Akan tetapi yang penulis maksud dengan kata tindak-
an di dalam tulisan ini adalah maatregel, Kata maatregel
bearesal dsri Dhhasa Belasnda ¥Yang arti kamusnya adalah
tindakan, tindakan pencegsh. Tindakan atau maatregel itu
adalah lembaga-lembaga hukum yvang disebutkan di dalam hu-

kum positip vang secara langsung ada hubungannya dengan
putusan hakim daslam mengadili perkara-perkara pidana, akan
tetapi yang bukan merupskan suatu pemidanaasn. dan lebih .~ -~

tepat. disebut kebijaksanssn hakim.
Salah satu 1Emhagé hukum yang pada umumnya penulis
Belanda menyebuthya sebagai tindakan stau maatregéﬁ 52—
perti itu (P.A.F. LAMINTANG 1984:209) adalah lembaga pe-
nempatan seseorang di bawah pengawasan pemerintah atau lem-
baga ter beschikkingstelling van de regering, dimana se-

seorang dapat dimasukkan ke dalam suatu lembaga pendidikan
negara {landsopvoedingsgesticht), atau dapat pula disersh-

kan kepada seseorang yang ditunjuk oleh pengadilan, staukah
kepada sebuah lembaga, yayasan untuk dididik sesuai dengan
keinginen dari pemerintah, sampal orang tersebut mencapai
umur delspan belas tahun,

Penempatan seseorang di bawah suatu pengawasan pe-
merintah seperti itu, walsupun ia memang lebih tepat untuk
disebut sebagai suatu tindakan atau maatregel dari pada
suatu pidana atau straf, akan tetapi kiranys tidak dapat
disangkal lagi kebenarannya, bahwa tindakan seperti itu
Juga membawa suatu penderitaan bagi orang yang ditempat-
kan di bawah pengawasan pemerintah, karena secars paksa
orang tersebut harus menjadi onttrokken ( sebahagian ke-
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kemerdekaannya dicsbutl Mengensi perbedasn antars pidana

( straf ) dengan tindakan atan remidanaan dengan penindak-
an itu oleh Hazewinkel dan Surimga ( 1953:358-359 ), men-
jelaskan bahwa : l

"Pemidanaan itu padas hakekatnya merupakan suatu ke-
sengajaan untuk memberikan semacam penderitaan kepada terpi-
dana dari suatu tindak pidana, sedangkan pada suatu penin-
dakan menurut hukum pidana, unsur kesengajasan untuk memberi-
kan semacam penderiteaan seperti itu tidak ada",

Sedangkan pengertian kebijaksanaan jiks diartikan se-
susi kamus umum bahasa Indonesia oleh W.J.S.Poerwadarminta
yaitu hal yang bijsksana, pimpinan dan cara bertindak (me-
ngenai pemerintahan, putusan, dlls),

Dari pengertian tersebut penulis mencoba memaparkan
pEngertian'yang lebih jelas mengenai kebijakssnasan yvang di-
terapksan dalam penjatuhan sanksi pidana kepads seorang ter-
dakwa, misalnya saja seorang hakim vang mengadili terdakwa
(seorang anak), yang walaupun iz yakin bahwa anak tersebut
sebenarnya telah terbuktl melakukan suatu tindak pidana se-
perti yang dituduhkan oleh penuntut umum, akan tetapi kemu-
dian hakim telah memutuskan untuk mengembalikan anak terse-
but kepada orang tuanya, kepads walinya ataukah kepada orang
yvang ditunjuk untuk mengurusnya,

Dan berdasarkan keputusan yang telah dijatuhkan oleh
hakim tersebut oleh Undang-undang Hukum Pidana itu dapat
dibenarkan sesusi dengan pasal 45 ( R.Soesile 1988:61 ) anta-
ra lain dijelaskan :

Jika seorang yang belum dewasa dituntut karena per-
buatan yang dikerjakan ketika umurnva belum enam be-
las tahun, hakim boleh: memerintahkan, supaya siter-
salah itu dikembalikan kepadas orang tuanya ; walinyas
atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu
hukuman; atau memerintahkan, supaya sitersalah dige-
rahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan hu-
kuman, yakni jika perbuatan itu termasuk bagian ke-
jahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan
dalam pasal 489, 490, 492, 496,497, 503-505, 514,
517-519, 526, 531, 532, 536 dam 540 dan perbuatan



itu-ﬁilakukannya sebelum lalu dua teshun sesudah
putusan dahulu ysng menyalahkan dia melakukan sz.zh-
satu pelanggsran ini atau suatu kejahatan; atau
menghukum ansk yang bersalah itu.

Dengan demikian dapst diketahui, bahwa walaupun
seorang hakim itu mempunyai suatu kebebassb dslam - & ' -
memilih-: Slternatif, yakni apsksh ia akan memerintahkan
untuk menempatkan scorang snak dilbawah pengawasan peme-
rintah atau tidask, akan tetapli undang-undang sendiri telah
membatasi kebehasan hakim itu, karena untuk dapat memerin-
tahkan agar seorang anazk ditempatkan di bawah pengawas-
an pemerintah, anak @tu sehdiri harus memenuhi beberapa
persyaratan yakni antara lain :

9. Tindak pidsna yang dilakukan oleh anak tersebut
harus merupakan suatu kejahatan atau;

b. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut
harus merupakan suatu pelanggaran terhadap larangan atau
keharusan seperti pasal-psszl yvang terdapst di dalam pa—-
sal 45 KUHP distas,

3.2 Tindakan-tindakan Tatatertib Bagi Para Terpidana

Sebagaimana lazimnya diketahui bahwa pada setiap
temﬁat apakah itu berups ksntor, yayasan, sekolsh, dan
lain-lain sebagainys tak terkecuali penjara atau lembaga
pemasysrakatan pasti mempunyai peraturan-persturan ter-
sendiri dan berlaku secara umum di dalam daerah otoritas-
nya.

Peraturan-peraturan tentunys bersifat mengikat
dan tak jarang mempunyai sanksi bagi orang yang melanqg-
garnya. Misalnya sajs bagi para terpidana Yyang sedang me-
ringkuk di penjara atau lembaga pemasyarakatan itu wajib
menaati segala peraturan-peraturah yang dengan sengsija
telah diadakan untuk memelihara ketertiban dan keamanan
di dalam lembaga pemasyarakatan serta ﬁntuk menjaga ke-

.
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hidupan dari pars terpidana di dalam lembags pemasyaral
katan tersebut,

Kepala-Rkepala dari. lembaga-lembagas pemasyarakatan
itu berwenang untuk menjstuhkan sanksi atau menghukum pa-
ra terpidsna yang sedang menjslankan pidans mereka di da-
lam lembags~lembaga pemasyarakatan, apablila mereka ternya-
ta terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap salsh sa-
tu persturan yang telah diterspksn untuk memelihara keter-
tiban, keamsnan serta stabilitas kehidupan dari para ter-
pidana di dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan tersebut,

Sanksi-zanksi yang penulis maksudksn di atas itu
hanya dapat di jatuhkan bagi terpidsna,; setelsh kepala dari
lembags pemasyarskatan di mans terpidana tersebut sedang
menjalankan pidananya mendengar keterangan dari terpidana
sendiri, dari szaksi pelapor dan saksi-saksi lsinnva.

Adapun jenis-jenis hukuman yang dapat dijstuhkan
oleh kepala lembaga pemasyarakatan kepada seorang terpids-
yang telah melanggar salah satu dari persturan tats tertib
yang diberlakukan di dalam setisp lembaga pemasyarakatan
itu adalah ; .

a. Penghentian dari semua kemudshan yang sebenarnya
berhak untuk diterima oleh seorang terpidana menurut Ges=-

tichtenreglement { peraturan lembags pemasysrakatan-) dan

menurut peraturan rumah tangga lembaga pemasyarakstan, untuk
selama-lamanya satu bulan:;
b. Penutupan secara menyendiri (eenzaame cpsluiting)
untik jangka waktu yang tidak lebih lams dari delapan hari:
c. Penutupan secara menyendiri dengan hanya diberi-
kan makan berupa nasi dan sir setiap dus hari sekali untuk

jangks wsktu yang tidak lebih lams dari delapan hari;

d. Penutupan secara menyvendiri di dalam kerangkeng
yang bejeruji besi dan dua hari sekali hanya diberi makan
berupa nasi dan air saja, untuk jangks waktu yang tidak le-
bih lama dari delapsn hari tanpa mengurangi pidana yang



telah dijatuhkan cleh hakim ksrens tidak pidana vang
telah dilskukan,

Ad%pun bagi terpidana ¥ang dijatuhi hukuman se-
perti yang tercantum pada huruf b sampai dengen huruf
d di astas, semua kemudahan yang seharusnya ia berhak .
untuk menerimanya akan dihentikan, kecuali ransum yang
diberikan oleh negara,

Mereka ( para terpidana ) yang sedang menjalan=-
kan pidana penutupen dalam sel itu harus ditempatkan se-
cara terplssh atau sendiri-sendiri, tanpa seorangpun da-
pat dibenarkan untuk berbicara dengan terhukum, kecuali
seorang rohaniswan, seorang guru agame atasu salah seorang
dari pejabat-pejabat lembaga pemssyarakatan yang bertugas
untuk melakuksn pengawasan terhadap lembaga-lembaga pema-
syarskatan.

FPenutupan secara tersendiri itu juga dapat dilaku-
kan terhadap para. terpidana_yang sulit untuk dikendalikan
misalnya seorang atau beberapa  orang terpidana yang me-
lakukan perlawanan, pemberontakan atau usahs untuk meng-
ganggu ketertiban di dslam lembags pemasvarakstan.

Bahkan di dalam pasal 77 avat (3) Gestichtenregle-
ment atau peraturan di dalsm lembaga pemasyarskatan secars

tegas menentukan, bahwa senjata api dapat dipergunakan bagi
petugas-petugas lembags pemasyarakatan, apabila secara nyatas
dengan tindakan;tindakan lain vang sahy guna memulihkan
ketertiban di dalam lembaga pemadyarakatan serta orang-
orang tahanan yang melsrikan diri atsu berusaha untuk me =
larikan diri yang setelah berulang-ulahg diperintahkan untuk
menghentikan perbustan mereka, dan ternyata mereks tidak
mengindahkan perintah itu,

Serta bagi.para terpidana yang telah memberikan ban-
tuan pada waktu terpidana lainnya melakukan pemberontakan
atau kerumunan yang dapat membahayakan ketertiban dan
keamanan di dalam lembaga pemadyarakatan.
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3.3 Izin Sementara Waktu Meninggslksn Lembaga Pemasya-
rakatan

Pada umumnya kalangan awam menganggap bahwa se-
orang terpidsna yang sedang menjslankan pidananya di-
dalam lembaga pemasyarakatan itu, tidak dapat meninggal-
lan lembaga bpemasyarakatan sebelum waltu penahznannia
selegai, ' i

Akan tetapi di dalam pasal 43 avat (1) dari Ges-
tichtEnrqglement ( peraturan di dalam lembaga pemasyara-
katan ) menenkuksn, bahwa dalam peristiwa-peristiwa vang
sifatnyva khusus ¢ buitengewone gevallen ) kepada para
tahanan atau terpidsna itw, dapat diberikan izin untuk
waktu sementars meninggalkan lembaga pemasyarakatan di-
mana mereka dituatup.,.

Adapun maksud dari pengertian para tashanan atasu .
terpidana seperti vang tertulis dalam pasal 43 ayvat (1)
Gestichtenreglement di atss adalah semua terpidsna yang

dijgtuhi masa pidana Yang ringan sampail.pidana seumur hi—
dup, tanpa memandang jenis kejahatan atau pelanggaran
yang pernah mereka lakukan, yakni Yang menyebasbkan me-
reka harus ditutup di dalam lembaga pemasyarakstan, Ke-
cuali para terpidana vang oleh hakim dijatuhi dengan pi-
dana mati, vang sebelum mereksa menjalani pidana matinya
terlebih dahulu mereka ditutup di dalsm lembags pemasya-
rakatan, misalnya karena mereka sedang menunggu putusan-
banding pada Tengadilan Tinggi, staukah putusan kasasi
pada pada mMshkama Agung dan mungkin juga putusan permin-
taan grasi daril '‘presideny

Undang-undang sendiri tidak memberikan pengertian
atau penjelasan tentang apa vang dimaksukan dengan per-
kataan "peristiwa-peristiwa yang sifatnya khusus atau
buitengewone gevallen", di dalam pasal 43 ayet (1) dari
Gestichtenreglement di atas, akan tetapl kebanyakan ahli

hukum berpendapat kats tersebut harus diartikan luas,
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vaitu Dbukan Eaja peristiwa-peristiwa yvang menurut hu-

kum memang menghendaki para terpidana berads di luar
lembaga pemasyarakatan, misalnys saja karena terpidana
tersebut harus menghadap ke pengadilan sebagasi tergugat
ataukah penggugat dalam hal perkara perdata.

Lrs.P.A.F.Lamintang, SH. ( 1988;272 ) berpehndapat
bahwa disamping karens hukum ménghendaki’ terpidana ha-=
rus berada di luar lembags pemasyarskatan, ' juga karena
Spatu peristiwe yang menurut kepstutan stsu menurut ra-
sa kemanusiaan memang selayaknya apabila mereka diizin-
kan untuk sementara waktu berada di luar lembags pemasya-
rakatan, misalnya S8ja terpidana tersebut ingin mengha-
diri pemskanan istri stau anaknya, staukah is ingin men-
dampingi orang tuanva ¥Yang sedang berada di ambang kemati-
an, ataukah ias ingin menempu ujian sekolahnya jika ia se-
orang pelajsr, dan lain-lain sebagainya.

Adapun seorang terpidana yang hendak meninggalkan
lembags pemasyarakatan tentunya tidak semudah yang ke-
banyakan orang membayangkan, Di samping terpidana tersebut
tidsk termassuk sebagai terpidana yang dijatuhi atau di-
hukum pidana mati, jugs mereka harus mendapat izin atau
rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jswab untuk
menahannya atau berada di bawah pengawasannya.

Di dslam pasal 43 ayat (2) dsri Gestichtenreglement

8tau peraturan di dalam lembaga pemasyarakatan menentukan,
bahwa untuk dapst meninggalkan suatu lembags pemasyara-
katan di mana seseorang - itu sedang ditutup, maka orang
tersebut harus mendapatkan suatu izin tErtU115 dari -

8. Bagl terpidana yeng sedang berada dalam penahanan
sementara, maka izin tersebut harus diberikan oleh peja-
bat yang telah melakukan penahanan dan

b. Bagi terpidana yang berada di dalam lembaga pe-
masyarakatan lainnya itu, harus mendapatkan izin dari .
direktur atau kepala lembaga pemasyarakatan di mana ter-
pidana itu menjalani pidananya atau ditutup.
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LEan di dalam susty Surat izin yang diberikan
kepada terpidans itu, harus dicamtumkan keterangan
mengenai waktu yang dizinkan baginys untuk berada se-
mentara waktu di luar’lémbaga pemasysrakatan, yang oleh
kepala lembaga pemasyarakatan segera’ harus diberitahukan
kepada kepala jawatan lembaga pemasyarakatan,

Seorang terpidana yang telah mendapatkan surat
izin tersebut, tidak geenaknya di lepaskan begitu saja
untuk meninggalkan lembaga remasyarakatan, akan tetapi
ia horus dijagas ketat, dan apabila dianggap perlu maka
kepala lembags pemasyarskatan yang bersangkutan dapat :
mamintsz bantuan dari pihak kepolisian negara, sesuai
dengan ketentuan dalanm pasal 43 avat (4) dari peratu-

ran di dalam lembags pemssyarakstan ( Gestichtenregle-~
ment ),

3.4 Jzin Hidup Bebas 8i Luar Lembags Pemasvarakatan

Jika Gilihat di delam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana ysng berlaku di negara kits ¥akni pada pasal 20
di situ ditentukan bahwa :

(1) Dalam putusan hakim dapat ditetapkan, bahwa
Jaksa boleh mengizinksn kepada para terpida-
na yang dipidana dengan pidana penjaras atau
pidana kurungan selama-lamanya satu bulan,
untuk dapat hidup secara bebas setelah jam
kerja.

(2) Jika seorang terpidana yang untuk kepenting-
annya telah dibuatkan suztu ketentuan Yanag
tersandiri, bukan karena hal-hal yang tidak
tergantung pada kemauannya sendiri telsh ti-
dak hadir padas walktu dan_di tempat vyang te-
lah ditentukan untuk melakukan pekerjaannya
maka ia harus menjalankan pidananys seperti
biasa.

(3) Ketentuan seperti dimsksud dalam awat (1) -
tidask diberlakukan jika pada waktu melakukan
tindak pidana, belum lampau waktu dua tahun
sejak orang yang bersalah telah menjslankan
pidana penjara atau pidana kurungsan,
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Walsupun oleh pembuat undang-undang tidak menje-
laskan lebih lanjut tentang maksud isi pasal 20 KUHP
tersebut, akan tetapi di dalam pasal 64 dari peraturan
di dalam lembzga pemasyasrakatan atau Gestichtenregle-
ment, di sini dijelaskan bahwa bagi terpidana vang ber-
dasarkan putusan hakim telah diizinkan untuk dapat hi-
dup bebas di luar lembaga pemasyaraskatan setelah jam

kerja. Dengan.demikian pada dasarnya terpidana yang ber-
sangkutan harus dipandang dan diperlakukan sebagai orang
ysng bebas sesudah jam kerja.

Dan apabila psras terpidana itu lain dari hal-hal
Yang tidek tergantung pads kemauannya,. tidak -hadir pada
waktu dan tempat yang telsh ditentukan untuk melskukan
pekerjaan ysng telah diperintshkan kepada para terpida-
na tersebut, atau apabila mereka itu ternyata mempunyai
atau telah berperilaku =ecara tidak baik, maka terpidana
tersebut harus menjalanksn pidana mereka dengan cara bia-

sa di delam lembags pemasyarakatan,
Dari uraian c¢i atass dapatlah diketahui bahwa di-

samping adanya keringanan yang diberikan kepada terpida-
na untuk daspat hidup bebas di luar tembok lembaga pemasya-
rakatan ia juga terikat askan beberapa syarat yang harus
dipenuhinya seperti : keharusan melaporksn diri pada jam
dan tempat vang telah ditentukan, harus berkelakuan baik
dan beberapar persyaratan khusus yang ditentukan oleh
setiap lembaga pemasyarakatau tempat terpidana tersebut
seharusnys menjalankan pidananya.

Akan tetapi aturan pasal 20 KUHP ini tidak lagi
diterapkan kepada para terpidana sekarang.. Hal ini di-
sebabkan karena_tujuan. penggunaan.pasal_.20.KUHP ini di-
samping adanya suatu kebijakan yang diput@iskan hakim ter-
hadap terpidana yang mempunyal masa pidana kurang dari
setu bulan, jugs disebabkan karena pertimbangan pasili-
tas ruangan dalam lembaga pemasyarakatan pada jaman se-
karang sudah memadai atau cukup.
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Sesuzi dengan penjelasan Kitab Undang=-undang Hukum
Pidana pada pasal 20, seperti yang ditulis oleh R. Soesilo
( 1988:18 ) yakni bahwa :

Aturan pasal ini berguna pada waktu kekurangan da-
lam rumah-rumah renjara. Bila hakim memutuskan
orang dihukum penjara atau kurungan vang lamanya

- tidak lebih dari satu bulan, maka dalam sutat ke-
putusannya ia dapat menentukan, bahwa jaksa dapat
mengizinksn orang itu tinggal bebas di luar pen-
Jara setelah selesai jam kerja. Orang itu diharus-
kan melaporkan diri pada jam dan tempat bekerja vang
telah ditentukan, Apabila kewajiban ini dilalaikan
maka ia harus menjslani hukuman tetap dalam renjara.

3.5 Usaha Pembinaan Narapidana . di Dslam Lembaga Pemasya-
rakatan

Setelah nama  atau istilah "penjara® diganti des”
ngan nama "lembags pemasyasrakatan® yakni tepatnya pada
tanggal 27 April 1964, di Lembang Bandung dalam suatu
komperenszi para Inspektur dan Direktur penjara di selu-
ruh Indonesia,

Penggaatian istilah atau Nama itu bukanlah hanya
sekedar perubahan istilah. atau nama saja, akan tetapi
merupakan sistem atau cara perlakuan terhadap para ter-
npidana vang mengandung tujusn tertentu, yaitu : berups
didikan, asuhan dan bimbingan. Dengan demikian pemasyarag=
katan menekankan terhadap pembinaan dan perlakuan se-
cara msnusiawi, sesuai pandangan hidup bangsa kita yakni
Pancasila, '

Dalam upaya pembinaan terhsdsp terpidana, agar dapat
menjadi menusia yang produktif dalam pembangunan dan tidak
melakukan pelanggaran_hukum lagi setelah ia dibebaskan,
sebagaimana yang pernah dikemukakan Saharjo (majeslah pe-
masyarakatan No,11, 1980:18 ) yaitu -

Dalam sistem pemasyvarakatan, S&8seorang yang ber-
salah bukanlah untuk disiksa, melainkan untuk df -
perbaiki kembali kejalan vang benar sesuai dengan
moral Pancasila. Dan harus dididik » diasubh dan
dibimbing, serta diarahkan kepada tujuan vang ber-
mamfaat balk untuk dirinya maupun untuk masyarakat,



Bahkan Menteri Kehakiman dalam sambutannya pada
Akademi Ilmu Femasyarakatan mengatakan bahwa ( Majalah
Pemasyarakatan No.16,. 19B6:18 ) yakni :

-

Bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalsh salah satu

bengkel" memperbaiki, mereparasi ahlak dan bu-
di pekerti serta harus mampu melshirkan kembali
manusis yang memiliki kesadaran hukum dan meng-
hayati kehidupan masyarakat manusiawi.

Dan untuk menunjang berhasil tidaknya fungsi dan
tujuan lembaga pemasyarakstan, tentunya tidak terlepas
darl tugas dan tanggungjawab dari semua petugas di da-
lam lembags pemasyarakatan tersebut. Sehingga secara
tidek langsung petugas di lembaga pemasyerakatan itu
dituntut untuk memiliki dedikasi dan moral yang tinggi
serta mempunyai kemampuan melihat peta kepribadian ma-
sing-masing individu para terpidana. Agar pembinaan yang
‘diberiksn padanys, senaztissa dengan prinsip-prinsip
pemasyarakatan sebagai berikut.

8. Orang yang tersesst harus diayomi dan diberikan
bekal hidup sebsgai warga veng baik dan berguna dalam ma-
syarakat.

b. Penjatuhan pidana bukan tindakan balss dendam
dari negara.

c. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan,
melainkan dengan pembinsan.

. d. Negara tidak berhak membust seseorang terpidana
menjadi lebih buruk atau lebih jahat dari pads sebelum ma-
sulk ke dalam lembaga pemasyarakatan.

e. Selama kehilangan kemerdeksan bergeraknya, para-
terpidana senantiasa dikenalkan kKepada masvarakat dan ti-
dak boleh diasingkan dari masvarakat.

f., Pekerjaan yang diberikan kepada para terpidana
tidak beoleh bersifat meﬂhisi walktu =aja atau hanys diperun-
tukkan bagi kepentingan lembaga pemasyaraskatan atau nega-
ra semata, akan tetapi pekerjsan yang diberikan itu harus
ditujukan untuk pembangunan Nasional,
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9+ Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas
Pancasils,

5 Tiap Orang adalah Manusia dan diperlakukan se-
bagali manusis, meskipun ia telah tersesat dan tidak boleh
ditujuksn hahya P3ra ternidsna itu adalah penjahat,

i. Para terpidang hanya dijatuhi pidana hilang ke-
merdekaan saja,

i+ Barana banaunan lémhaga Pemasyarakatan harus se-
Suai dengan Xebiituyhap Pembinaan,

i Pembinsan padg hakekeinva diberikan kepads para ter-
pidana agar selamg dalam lembaasg Pemasyarakatan tetap da-
P2t mengembanglkan rengetahuan dan keterampilannya. Di.sam=-
Ping itu acar Supayes para tergidana tidak merasa terasing
dan kelainan-kelainan Yang didapat 8i dalam lembaga pema-
gEyarakatan.

Dengan demikian pembinasn 1tu adalah merupakan yang
diperlukan bagi para terpidana, Sebagaimana Abraham Maslow
mengatakan ( Lunandi a.g 1984 :4 ) vyaitu -

Kebutuhan manusia akan fisiologis dan kebutuhan so-
sial dengan pengakuan serta penghargaan dan kesem-
Patan mengembanglkan diri,

maka rumusan di atas memberikan izsvarat bBahwa manusia da-
lam kehidupannya senantizsa memerlukan berbagai kebutuhan
apakah itu bersifat materi] stau non materil,

Olehnya itu bara terpidana atau nara pPidana selamas
berada di dalam lembaga pemasyarakatan, maka diberikan Du-
la bimbingan atau nembinasn yang meliputi - pembinaan men-
tal, pembinaan sosial, rembinzan keterampilan, dan lain-
lain,

Fada pembinaan mental di dalam pelaksanasnnva 1ty
didasarkan bahwa seorang terpidana melakukakan tindak pi-
dana atau tindak pelanggaran hukum lainnya, biasanya orang
tersebut mengalami problema mental, misalnya herasaan berss-
lah yang menghantuinys terus menerus, kurang biss mengon -
trol emosi, adanya rasa rendah diri, dan scbagainya.



Sehinggs materi ¥Yang diberiksn dalam pembinaan
mental para terpidana tersebut antara lain : memberikesn
pengertian untuk depat menerima dan menanggapi rasa fru--
trasi dalam cars yang wajar, merangsang dan menggugah dz-
Ya cipta dan rasa serta karsa para terpidana, memberikan
kenpercayaan kepada kesanggupan para terpidana untuk me-
ngembangkan rasa percaya diri sendiri terhadap lingku-
ngannya, diberikan santanan-santapan rohani vang berupa
ceramah~-ceramazh agama atau pengajlan-pengajian, dan lain-
lain sebaqgainva,

fegitupun dalam pembinasn sosial vang diberikan ke-
pada terpidana selama menjalankan pidananya d4i dalam lem-
baga pemasyarakatan, ¥yang dimaksudkan agar supava npara
terpidans dapat mengembangkan pribadi sertas hidup berma-
syarakat setelsh ia dibebasgkan, vembinsan itu antars lain:
memberikan bimbingan, petunjuk, pengarahsn serta nasehat-
nssehat kepada para terpidana tentang cars bagzimzna da-
lam kehidupen vang weisr hidup bermesysrakat; mengadakan
prersuratan agar dapat memelihars hubungan bhatin dengan ke-
lusrga, ikut bekerja bakti dengen masyarakat yang dapat
mencerminkan bahwa seorasng eks marapidana dapat hidup ber-
masyarakat dan memilikKi rasa solidaritas,

Untuk pembinaan keteramnilan itu dimeksudkan untuk
mengembangkan bakat yang dimiliki para terwnidsnza, a2gar mem-
peroleh suatu keahlian dan keterampnilan sesuai kebutuhan
dalam lingkungan bermasyarakat nanti setelah ia dibebaskan.
Dan dapat pula dijadikan bekal hidup nantinva apabila mere-
ka ingin hidup mandiri, Bdspun bekal -itu antara 1ain™:
Memberikan petunjuk berupa trening serta kursus untuk bi-
dang vertukangan, montir, peternakan, kerajinan tangan,
serta pengetahuan elektronika.

Dan bagi terpidana yang mempunyal bakat dibidang seni
mereka didik untuk lebih memperdalam bakatnya itu, berupa
bimbingan seni musik, seni tari, drama, seni rupa dan lain-

lain sebagainya.
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BAB 4
. PELEPASAN BERSYARAT

4.1 BSejarah FPelepaszan Bersvarat

Sebagaimana diketahui bahwa Kitab Undang-undang
Hukum Pidana ( gump )+ yang berlaku &i Indonesia sesuai
dengan Undang-undang Republik Indonesis No. 1 tahun 1946,
bahwa mulai tanggsl 1 Januari 1918 sampai sekarang dinya-
takan berlaku untuk semus golongan penduduk Indonesis.

Oleh karena ketentuan yang mengatur tentang pele-
ba@san bersyarat masuk berssmaan dengan berlakunya KUHP
atau ¥Wetboek van Strafrech ( W.v.s ) itu, maka sesuai de=-
ngan asas Concardantie ¢ Moelyatno 1977:23 ) vakni hukum
¥Yang diperlakukan &i fledériand hzrusizh disesusikén Hengan
hukuvin.yang berlaku di Indonesia ( pasal 75 R,R. jo pasal
131 I.5.).

Di dalam KUHP kits masalah Yang mengatur tentang
pelepasan bersyarat itu hampir sepenuhnya sama dengan ke-
tentuan yang mengatur masalah Penempatan di bawah parcle
di dalam penal sevitude Inggris, di mana telah ditentukan
bahwa yang dapat dibebaskan secara bersyarast itu hanvalah
para terpildana yang telah dijatuhi ridana penjara, yang
telah menjalankan tiga perempat dari mass pidana mereka,
dam tiga perempat dari masa pidana tersebut sekurang-ku-

rangnya adalah tiga tahun,
Menurut Menteril Kehakiman Belanda, dimasukkannya

ketentuan mengenai pembebasan bersyarat di dalam KUHP Indone-
T ‘pada mulanya hanyalah merupakan suatu pProefneming
atau suatu percobaan ( Smidt 1891:%1 ), Yakni untuk meEnge-
tahui apakah ketentuan tersebut ada mamfaatnya atau tidak
bagi pengembalian seorang terpidana ke dalam lembaga remasya-

rakatan.
Baru kemudian yakni dengan undang-undang tanggal

12 Juni 1915, 5tb, tahun 1915 No, 247, ketentuan mendgenai
pelepasan bersyarat itu dirubah, hingga yang dapat dihebas-
kah secara bersyarat dari rumah-rumah penjara adalash para-
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terpidana Yang oleh hakim telah dijatuhi dengan pidana _

penjars , yaskni apabils mereka itu telah menjalankan

dua pertiga dari masa pidananyg di dalam rumah penjara,

dan dua pertiga darg Masa pidana tersebut sekurang-ku-
Tangonya adalah sembilan bulan,

Mengenai lamanya masa percobaan vang dapat dite-
tapkan cleh hakim itupun sejak tahun 1886 vaitu seijak
WVS, diberlakukan 4i negeri Belanda telah dua kali men-
dapat perubahan, Pida waktu WvS, mulai diberlakukan di-
negeri Belanda tersebut, lamanya mssa percobaan tersebut
itu adalah sams dengan sisa masa pidana yang sebenarnva
dari massa pidana yang telah dijalankan oleh terpidana,

Sehingga pada tanggal 12 Juni 1915, di keluarkan
suatu undang-undang ¥Yang mana merubah waktu lamanya masa
percobaan seperti vang telah ditetapkan sebelumnyas menjs-
di waktu lamsnva percobaan bagi seorang terpidana yakni
sama dengan masapidana Yang sebensrnya dari masa pidana r
Yang telah dijalsnkan oleh terpidana, skan tetapi sies
masa pidanas sekurang-kurangnys haruslah sstu tahun,

Dan akhirnya dengan undang-undang tanggal 25 Juni
1929, lamanyas masa pidana percobaan itu telah dirubah
kembali menjadi satu tahum lebih lames dari siss masa pi-
da yang sebenarnya dari terpidana, di-msna waktu selams
terpidana telah dirampas kemerdekaannya secsra sah,

Oleh karena hukum pidesna yang berkaku di Indonesia
sekarang ini adalah hukum pidans yang telah dikodifisir
{ Rusli Effendi 1986:9°) maka, hukum yang dibust dan ber-
laku di.negeri Belanda juga diberlakukan di Indonesis
berdasarkan asas konkardansi dan unifikasi,

4.2 Pengertian Pelepassn Bersvarat

"""" Jika kits mencobs membuka KUHP, yakni- di dstam--
pasal 15 sampai dengsn pasal 17, 45 sans dapat dilihat

prasal yang mengatur tentang pars terpidana Yang dapat
dilepnskaﬁ1ntau dibehaskan dengan syarat.
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Sebelum penulis menguraikan
lepasan bersyarat Secara luas,
bersyarat itu terbagi atas dua

(=

Pengertian dari pe-
'diketahuilhahwaupelepasan
macam yakni =

Pelepasan bersysrat dari kewajiban untuk menja-
pridana penjara di dalam suatu lembaga remasyarakat-
an seperti yang diatur 4i dalam pasal 15 sampai dengan pa
sal 17 KUHP dan yang pengaturannya lebih lanjut telah di-
atur dalam ordonansi tanggal 27 Degember 1917,5tb. tahun
1917 nomor 749 ¥ang juga dikenal sebagai Ordonnabtie op-
de voorwsardelidke invri jheidsstelling atau peratutsn me-
ngenai pelepassn bersyarat.,

lankan

b. Felepasan bersyarat dari kewsjiban untuk menda-
patkan pendidikan di dalsm suatu lembaga pendidiksn negara
seperti vang dimeksud di dalam pasal 68 ayat (2) dan pasal
69 ayat (1) dari ordonansi tanggal 21 Desember 1917, Stb,
tahun 1917 ¥No., 741 ¥ang juga dikenal dengan Dwangopvoeding
Regeling atau persturan mengenal pendidikan paksa, dan
yang pengaturannya lebih lanjut telah diatur di dalam Dam
sal 150 sampail dengan pasal 160 dari ordonansi Yang sama,

Di atas telah dikatakan bahwa pelepasan bersyarat
dari kewsjiban untuk menjalanksn pidana penjars di dalam
lembaga_ pemasyarakatan itu distur di dalam pasal 15 sam-
pali dengan pasal 17 KUHP, tetapi oleh karens di dalam prak-
tek sering dijumpai berbagai penerjemahan vang berbeda-be-
da dari bunyi rumusan pasal-pasal KUHP seperti yang penulis
sebutkan diatas, maka berikut inl penulis sajikan pasal-
pasal tersebut dalam bentuk bahasa Delands.

Pasal 15 KUHP berbunyi :

(1) De tot gevangenisstraf vercordeelde kan, wanneszr
twee/derden van zijn werkelijken straftijd en te-
vens negen maanden daarvan zijn verstreken, voor-
waardelijk in vrijheid worden gesteld. Ingeval de
vernoordealde meerdere gevangenisstraffen achterse-
nvolgens moet ondergaan, worden zij ten de=ze als
eoan straf aangemerkt.

{2} Bij deze invrijheidsstelling wordt tevens een pro=
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gen Vercordeelde bepasld en wor-
®0 gesteld waaraan deze geduren-
zal moeten voldoen.

3
L ESE?E?i#tijd duurt een jasr langer dan het
Etraft'!gend gEdEEltE van den WETRElijkEﬂ
~1¢ Van den veroordeelde hij loop niet

Eeﬁuren@é-ﬁén~tijd, dat den veroordeelde rech-
S08 zZijn vrijheig is ontnomen.

Cleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Keha-
kiman (BEPHN)} secarg resmi telah menerjemahkan bunyi pasal 15
KUHP di atas antara lain .

(1) Jika terpidana telah menjalani dus pertiga dari
lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanys
Yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maks
is dapat dikenakan pelepasan bersyarat, Jika ter-
pidana harus menjalani beberapa pidana berturut-
turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.

{2} Ketika memberikan pelepasan bersyarat ditentu-
kan pula masa percobaan, serta ditetapkan sya-
rat-syarat yang harus dipenuhi selama masa per-
cobaan, Rl e A A

(3} Masa percobaan itu lsmanys sama dengan sisa wak-
tu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah
satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang
sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Dari terjemahan pasal 15 KUHP di atas, oleh Badan DPem-
bibaan Hukum Nasional (BPHN),.ada beberapa yang perlu dijelas-
kan seperti yang ditulis oleh P.A.F. Lamintang { 1988:250) -

Yaitu :

8. BPHN telah menggantikan perkataan "Pembebasan"
yang sebenarnya telah "ingerburgerd" d4i dalam
hukum pidana ataui yang telsh umum dan bisa dipa-
kai di dalam hukum pidana dengan perkataan "pele-
pasan" tanps menvadari bahwacperkataan tersebut .
dapat menimbulkan salah tafsir, terutama bagi

orang awam.
erkataan "pelepasan" tersebut memang ti-

B gzie?:zfm dipergunakan di dalam hukgm pidana, ma-
ka nampak pada kita bahwa BPHN sendiri telah me-
ngalami kesulitan dalam penggunaan kata tersebut,
di dalam ayat (1) BPHN telah menggunskan perkata-
an menggnakan pelepasan, SEd?ng dalam avat {2} ia“
telah menggunakan perkataan "memberikan pelepasan .

dalam alenia kedua dari rumusan pasal 15 ayat
?i} ;ﬁﬁﬁ BPHN telah menggunakan perkataan “be-
berapa piﬁaﬂﬂ herturut-turut untuk mener jemahkan
Perkgtaan "mEEIdEfé gEvangEnisstraffen achtereenvol -
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| _ Mengenai sudah lazimnya perkatasn "pembebasah”
itu dipergunakan orang dalam h

_ ukum pidana, kirsnys da-
dilihat pads rumusan

~rumusan di dalam pasal-pasal yaltfu:
1 dalam pesal 191 ayat(1) den (3), pasal 192 ayat (1),
pasal 193 ayat(2) huruf b KUHP dan lain-lain.

Setelah penulis paparkan bunyi dari_pgsal 15 KUHP
beserta terjemahannya, sebgnainya telsh terbayang penger-
tian dan maksud dari pelaksansan pelepasan bersysrat itu,
akan tetapi untuk lebih jelasnya maka penulis mencoba me-
maparkan beberapa komentar atau definisi dari pelepasan
bersyarat tersebut antara lain 2

Di dalam buku The Criminclegy edisi sembilan, salah
satu sub babnya membahas mengenai "Parole" atau pelepasan
bersyarat { H.Euthefland and Donal R.Cressey 1066:585)

antara lain :

Parcle 1is the act of releazsing or the status of

being released from a penal institution in which
a criminal has served a part of his maximum sen-
tence, on condition of maintaining good behasvior
and remaining in custeody and under the guidance

of the institution or some other agency approved
by the state until a finel discharge is granted.

Terjemaﬁan hebasnya adslah sebagail berikut :
Paromle atau pelepasgan bersyarat adalah tindakan

pelepasan atau status terpidans menjadi dibebaskan dari
lembaga pemasyarakatan atau penjara, yang mana seorang

penjahat telsh menjalani sebshagian dari masa hukuman mak-
&

simumnya, dengan syarat memelihara atau menjaga tingkah
&

lakunys . dan dalam menjalani sisa masa hukumannya itu
para terpidana itu berada dibawah patunjuk.ata? pengawas-
sn dari lembags stau ' biro - Y2ng telah ditunjuk oleh
negara sampal waktu penahanannya berakhir,

Sedangkan I, Soesilo mengo

{ B.Soesilo 1gg@:44) antara lain 3

mentari pasal 15 KUHP itu
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i:ﬁajiigeEtara, bgkan kurungan_;ﬁyaratnya Ao

narnya da ug Pertiga lsmanva hukuman vang sebes

dikitnys 9 buiel Ltiga hukuman itu harus sedikit-
iAtnya 9 bulan telah lﬂijalani_ Tempoh yang di-

20 pendanulosn Cides semen DisecsLen, bemerikes

o e e B i o L

rat-syar?t Yang telah diherikanJJapabilaaﬁi¥aﬁgi-

gar, ketinggalan hukumannya harus dijalani.

Dan jika q;lihat didalam Peraturan Menteri Keha-
kiman Republik Indonesia No. M.01-PK.04.10 Tahun 1989
tentang Assimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menje-
lang Bebas, di dalam pasal 1 dijelaskan tentang pengertian
pelepasan bersyarat yasitu proses pembinaan nara pidana di-
luar lembaga pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan
pasal 15 dan pasal 16 KUHF ( Kitab Undang-undang Hukum -
Pidana ).

Dari b=berapa pengertian mengenai pelepasan ber-
syarat yang penulis paparkan diatas, maka penulis menco-
ha menarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan
pelepasan bersyarat adalah suatu sistem pembinaan yang
diberikan kepada para terpidana yang dilaksanakan di luar
lembaga pemasyarakatan, bagi terpidana yang telah menja-
lankan dua pertiga dari masa pidana. sebenarnya dan -
dua pertiga masa hukuman itu harus sekurang-kurangnya
sembilan bulan telah terpidana jalankan, dan seslama ter-
pidana menjalankan pelepasan bersyaratnya mereka berada
di bawah pengawasan biro=-bire atau badan khusus yang di=-
tun juk oleh pemerintah dengsn hgherapa persyaratan yang
telah ditetapkan sebelumnya, dan jika terpidana melang-
atan tersebut, maka mereka segera dikembalikan

gﬂr p-ElrE}FEI'
ke lembag? pemasyarakatan untuk menjalani sisa hukumannya,

¥
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4,3 Tujuan Pelepasan Bersyarat

Di dalanm Pasal 6 darj
Republik Indonesig No. M.01=p
Assimilasi,

Feraturan Menteri Kehakiman
K.04.10 Tahun 1989, tentang
Pelepasan Bersyarst dan Cuti Menjelang Bebas
dijelaskan, bahwa tujuan pelepasan bersyarat adalah :

8+ Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri
narapidana ke arsh pencapaian tujuan pembinaan;

b. Memberi kesempatan bagi narapidana untuk mening-
katkan pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan di-
ri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas men-
jalani pidana;

C. Mendorong masyvarakat untuk berperanserta secara
aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

Dari Fumusan di_atas jelaslah bahwa pelepasan ber-
syarat adalah salah satu tujuan pemasyarakatan, yang mes=
rupakan bagian dari pelaksanaan proses pembinsan, dengan
harapan agar para terpidana sebelum bebas mutlak sudah
dapat menjalin hubungan yang harmonis, baik terhadap ling-
kungan keluargsnya sendiri, masupun terhadap keluarga kor-
ban pada khususnya serta lingkungan masyarakatnya pada
umumnya.

Sehingga para terpidana yang menjalankan pelepas-
an bersyaratnya terlebih dahulu dapat menyesuaikan diri,
terhadap lingkungan masyarakat dimana mereks berasal.
Dengan demikian para terpidana tersebut tidak mengalami
sock serta rasa kaku dan rasa minder, manakala kelak me-
reka telah dibebaskan secara mutlak, serta merekapun da-
pat bertingksh laku secara wajar.

0leh karena selama para terpidana tersebut masih

berads di dalam lembaga pemasyarakatan, tidak sedikit pe-

rubahan yang terjadi di luar tembok lembaga tersebut,

Dimana perkembagan ckonomi serta 1lmu pengetahuan dunia
1
dan teknologli terus berjalan, yang secara tidak langsung

d t Empangaruhi terhadap kehidupan sosial dan budaya
apat m
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masyarakat,

kadang menci Pak yang lebih besar, ter

an ma : ; =
ngannya. 9 nusia terhadsp lingku

Seperti Yang dikemukaka

n oleh Kuntowijoyo dal
bukunya Budaya wijoy am

dan Hasyarakatl{ 19B7:84 ) yaitu :

i:;:ﬁggﬂggﬁgrﬁgi?an terjadi pada derajat dan ke-

punyai implikesi sosial gdan budaya.

Berdasarkan uraian di.atas, .yang berarti bahwa
dengan kemajuan ilmu dan teknoleogi dapat mempengaruhi
kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Dan pada itu,
dengan dilaksanakannys pelepasan bersyarat pada hakekat-
nya .dimaksudkan agar para terpidana lebih awal dapat
mengetahui perubahan-perubaban yang terjadi di luar tem-
bok lembaga pemasyarakatan, sehingga mereka dapat mengim-
bangi ketinggalan-ketinggalannya terhadap kema juan. yang
tejadi di dalam masyarakat, selama mereka tidak berada

ditengah-tengah lingkungannva.

4,4 Syarat-syarat 'Pelepasan Bersyarat

Di 'dalam pasal 15a KUHP dapat dilihat mengenai sya-

rat yang diterapkan bagi para terpidana vang akan menjalan-

kan pelepasan bersyaratnya yakni antara lain :
(1) Pada pelepasan bersyarat, terpidana terikat pa-

da syarat umum bahwa ia tidak akan melakukan sesuatu tin-
dak pidana atau dengan sesuatu cara Yyang lain akan berperi-
laku secara tidak baik. .
(2} pada pelepasan bersyarat tersebut juga dapat di-
yarat khusus yang berkenaan dengan perila-
asalkan syarat-syarat itu tidak membata'si
nurut tata negara.
awasan terhadap terpenuhinya

tetapkan syarat-s

ku dari terpidana,
kebebasan untuk beragama dan me

(: kukan peng
(3) Untuk mela o
A o
i ditugaskan pe jabat seper vang
syarat-syarat di atas,

1).
maksud di dalam pasal 14d ayat (1)
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SUatu pengawasan yang sifatnya
“Mata dimaksudkan untuk memberikan

n kepads terpidana.
(5) Selams masa percohb

an pada S¥arat-svara+ Yang te
syarat yang baruy,

khusus, yang Semata
bantuan dan dukunga

#an dapat diadskan perubah-
lah ditetapkan atau syarat-

dapat ditet;pkan agar dilakukan suatn
PENgawasan yang khusus ataupun menverahkan

pengawasan
khusus vang

telah dilakukan kepada orang lain.

(8) Kepada orang Yang dibebaskan secara bersyarat
diberikan surat izin cuti, di dalam surat izin euti mana
dituliskan semua Syarat-syarat yang telah ditetapkan bagi
terpidana, Dalam hal diberlakukan ketentuan seperti yang
dimaksudkan dalam ayat terdahulu, maka kepada terpidana

diberikan surat izin cuti baru.

Dari rumﬁsan-rumusan diatas ternyata telah banyak
diadakan penyempurnaan-penyempurnaan sesuai keadasan ser-
ta kondisi di dalam praktek pelsksanaannya. Misalnya - sa-
ja bagi secraang terpidana yang akan mempercleh pelepasan
bersyaratnya, di-samping harus memenuhi syarat-syvarat se-
rerti yang tertera dalam pasal 15a KUHP di atas, juga ha-
rus memenuhi syarat-syarat lainnya yang telah ditetapkan
0leh pemerintah yang antara laln :

Di dalam pasal 7 dari Peraturan Menteri Kehakiman
Republik Indonesia No. M.01-PK.04.10 Tahun 1989, yang

merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan ' tentang

pelepasan bersyarat menyatakan bahwa : Narapidana.

dapat diberi izin assimilasi, pelepssan bersyarat dan

cuti menjelang bebas, apabils memenuhi persyaratan subs-

tantif dan administratif. g
suhstanti
dapun rsyaratan
" e menteri kKehakiman RI. No.W.01-

tu tercantum dalam

pasal 8 dari peraturan ..

PK.04,10 fahun 1989, adalal :

N idana yang telah memperlihatkan kesadaran
a. Narapl
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b, Narapidana telan me
budi pekerti dan moral

Ca

Yang positif;

Narapidana berhasil menglkuti program kegiat-

ag pembinaan dengan tekun dan bersemangat;

d. Masysrakat telah dapat menerima program kegi-
atan pembinaan narapidana yang bersangkutan;

2. Selama menjalankan masa pidana, narapidana ti-
dak pernah mendapat hukuman disiplin, setidak-tidaknya
dalam waktu satu tashun terakhir;

f. Masa pidana yang telah dijalani :

1) Untuk assimilasi, Narapidana. telsh menjalani 1/2
(setengah) daril masa pidananya. Khusus assimilasi
yang dilsksanakan melslui bentuk kegiatan mandiri
dan penempatan di lembaga pemasyarakatan terbuka,
narapidana telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari
masa pidananya:

2) Untuk pelepasan bersyarat, narapidana telah menja-
lani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, seku-
rang-kurangnya 9 (sembilan) bulan;

3) Untuk cuti menjelang bebas, narapidena telah menja-
lani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananyva dan cuti
ini diberikan untuk jangka waktu yang sama dengan
lamanya remisi terakhir, maksimum & (enam) bulan,

sedangkan menganai. persyaratan administratif
yang harus dipenuhi bagi para terpidana yang akan men-
dapatkan pelepasan bersyaratnya adalah sesuai dengan
pasal 9 dari Peraturan Menteri. Kehakiman Republik Tndo-
nesia No.M.01-PK.04.10 Tahun 1989, tentang assimilasi,

lepasan bersyarat dan cuti menjelang bebas adalah :
pelep

s. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis):

L

maksudnya adalah :

a,1 Balk seorang narapidana itu hanya mempunyai
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pértama di Pengadilan Negeri,
ding di Pengadilan Tinggi,
di Mahkama Agung ataupun
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dijatuhkan rada pengadilsn tingkat
pada tingkat ban-
pada tingkat kasasi
grasi dari Presiden,

kalau yang bersangkutan menjalani proses pera-

dilan sampai tingkat itu,

ada) seperti berits acara eksekusi dari
kwitansi pembayaran denda dan lain-lain.

Seluruh surat vang menyertai vonis itu (kalau

jaksa,

b. Surat keterangan asli dari kejaksaan bahwa nara=-
pidana tidak mempunyai perkara lain: maksudnya apakah na-
raphdana yang bersangkutan masih mempunyai perkara lain

yang belum diputus atau tidak.

c. Surat keterangan asli dari pengadilan negeri

yang memutus bahwa sikap narapidana pada waktu pemeriksa-

an di pengadilan tidak menyulitkan dan keterangan
latar belakang tindak pidana yang dilakukan;

tentang

d. Laporan penelitian kemasyarakatan dari balai

BISPA tentang pihak keluarga yang akan menerima narapi-
dana, keadaan linpkungan masyarakat sekitarnya dan pihak

lain yang ada hubungannys dengan narspidana;

e. Salinan daftar huruf F ( daftar yang memuat
tentang pelanggaran tata tertib vang dilakukan narapida-
na selama menjalanken masa pidananya ) dari kepala lem-

baga pemasyarakatan;
f. Salin
pidana, seperti grasi,

lembaga pemasyarakatan:
g. Surat pernyataan kesanggupan dari f£ihak

akan menerima narapidana, seperti pihak keluargag
su swasta, dengan diketahui

remisi dan lain-lain, dari

instansi pemerintah at
pemerintah setempat,

desa:

an daftar perubahan atau pengurangan masa

kepala

¥ang
sekalah
oleh

serendah-rendahnya lurah atau kepala
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h. Surat keterangan kesehatan
dari dokter umum bahwa narapidana seh
maupun jiwanya,
tidak ada 4ai tem

dari psikolog, atau
at baik jasmani

dan apabils psikolog atau dokter umum
pPat lembaga pemasyarakatan diganti

dengan surat keterangan dari kepala lamhaga pemasyara-
ka tan -

Di samping itu bagi terpidana anak yang diputus-
kan oleh pengadilan sebagai anak negars, maka apabila
mareka ingin diberikan pelepasan bersyarat tentunva mem-
punyai Peryaratan-peryaratan khusus ¥Yang ditetapkan oleh
undang-undang yaitu antara'lain:

l. Salinan surat penetapan hakim; maksudnya ialah
Surat penetapan yang dijatuhkan oleh pengadilan/Hakim ke-
pada anak untuk proses pembinaan.

2. Surat pernyataan dari orang tua/wali tentang
kesanggupannya untuk mendidik kembali anaknya yang dike-
tahui dan disetujui oleh Lurah/Kepala Desa setempat;
maksudnya adalah pernyataan dari fihak orang tua/wali
yYang akan menerima kembali anak negars tersebut, sete-~
lah mendapat pelepasan bersyaratnya vang berupa kesanggup-
an secara Eﬂgik mendidik/membina, sertsa kemampuannya baik
secara mufal maupun material demi masa depan anak yang-
bersangkutan, yang diketahui dan disetujui oleh Lurah/
Kepala Desa setempat.

3. Salinan Risalah singkat proses pembinaan: mak-
sudnya adalsh suatu ikhtisar yang memuat proses pembina=
an secara sibgkat, yang dimulai sejak tahap admisi-ocrien-
tasi sampai kepada tahap integrasi ( dalam hal ini di- \
usulkan pelepasan bersyarat ) masing-masing program yang
diberikan pada tiap tahap dan hasil-hasilnya serta kems-
juan vang dicapai.

4., Laporan penelitian kemasyarakatan menjelang nysyl
lepas bersyarat; maksudnys ialsh suatu laperan yang memuat
gtudi kemasyarakatan dan hubungan dari fihak orang tua/wali
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Yang akan menerima kembali anak yang

lingkungan masyarskat dan pihak
bungannvya. :

bersangkutan, keadaan
-pihak lain yang ada hu-

Penelitian inji dimaksudkan sebagsi penjajakan ke-
mungkinan apakah situasi dan kondisi di tempat itu dapat
menunjang perbaikan/pembinasan dan kelangsungan pendidik-
an anak yang bersangkutan, apabils ia menjalankan pele-
pasan kersyaratnya di daerah itu (vide surat edaran Dir=-
jenpas tanggal 13 Juni 1977 No.DPP.2,1/1/3 perihal tugas-
tugas balai Bispa, angka romewi I No.3 dan surat edaran
Kadit Bispa tanggal 8 Juli 1977 No.DB.TU.14/2/77 perihal
penjelasan tugas-tugas balai Bispa mengensi penelitian
kemasyarskatan dalam rangka ussha assimilasi dan integra-
rasi ).

Laporan penelitian kemasyarakatan dimaksud dimin-
takan Kepada balai Bispa terdekat domisilinya dengan tem-
pat di mana anak negara yang bersangkutan, akan menjala-
ni pelepasan bersyaratnya, sesuai surat edaran Dirjen
Pemasyarakatan taggal 20 Juli 1977 No. DDP.2.1/1/1 peri-
hal tugas-tugas balai Bispa. Permintaan Kepala Lembaga
remasyarakatan anak yang bersangkutan kepada kepala ba-
lai Bispa/Ka.LP. dimaksud harus disertai dengan data iden-
titas anak negara yang bersangkutan secukupnya, risalah
kenakalannya sampai ia masuk Lembaga Pendidikan Anak He-
gara dan risalah singkat proses pembinaannya selama da-
lam Lembaga Pendidikan Anak Negara, semua itu dimaksudkan
sebagai bahan dasar bagl petugas Bispa/LP. yang bersang-
kutan untuk membuat laporan tersebut.

5. Surat keterangan kesehatan; maksudnya ialah
surat keterangan mengenai keadaan kesehatan anak, baik
jasmani maupun rohani anak negara yang bersangkutan yang
dibuat oleh dokter Lembaga Pendidikan Anak Megara yang
persangkutan. Jika dokter Lembaga vyang bersangkutan tidak
mempunyal tenaga dokter, surat keterangan dapat dibuat
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dokter pemerintah/Umum setempat atau yang terdekat tidak
terdapat tenagas dokter, maka surat keterangan tersebut
dapat dikeluarkan cleh tenaga medis lainnya di Lembags
Pendidikan Anak Negara tersebut yang diketahui oleh ke-
pala lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan,.

_ 6. Daftar huruf F; maksudﬁya ialah daftar vang me-
muat pelanggaran tats tertib anak negara Yang bersangkut-
an selama mereka dalam asuhan.

Dari beberapa uraian rersyaratan yvang harus di-
penuhi bagi pata terpidans Yang akan memperoleh pelepasan
bersyaratnya ternyata ada beberapa terpidana yang tidak .
dapat diberikan haknya untuk dilepasankan secars bersya-
rat, sesuai dengan pasal 10:iay.{1), (2)Peraturan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia No.M.01-PK.04.10 Tahun 1989,
tentang assimilasi, pelepasan bersvarat dan cuti menjelang
bebas vakni :

(1) Assimilasi, pelepasan bersyarat dan cuti men je-
lang bebas tidak diberikan kepada :

8. Narapidana yang terlibat dalam perkara-perkara
subversi, korupsi, thyelﬁnﬁupan, perjudian,
narkotika atau perkara lain yang menimbulkan
keresahan dan menarik perhatian masyarakat:

b. Narapidama yang kemungkinan akan terancam jiwa=
nya atau mengulangi melakukan tindak pidana
apabila diberikan assimilasi, pelepasan bersya-
rat atau cuti menjelang bebas:

¢. Narapidana warga negara @sing bukan penduduk
Indonesia.

(2) Warga negara asing penduduk Indonesia vang di-
perikan assimilasi, pelepssan bersyarat atau cuti menjelang
bebas namanya dimasukkan dalam daftar pencegahan dan penang-
kalan pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Akan tetapi pada tancgal 24 Jsnuari 1991, oleh Men-
teri Kehakiman Republik Indonesia, berdasarkan petimbangannya



45

Bahwa berhubung den

gan makin mantapnya stabili-
tasi nasional, maks di

dalam hal ini remerintah meman-

dang perlu memberikan kesempatan kembali bagi para ter-

pidana tertentu untuk memperoleh haknya seperti terpidana

lainnya mengenai hak untuk mendapatkan assimilasi, pele-
pasan bersyarat, .serts cuti menjelang bebas, Yang dituang
kan dalam suatu Paraturan Menteri Kehakiman Republik Indo-
nesia No.M.01=-BPK.04.10 Tahuﬁ 1591, tentang penyempurnaan
Peraturan Menteri Kehakiman Mo.M.04,10 Tahun 1989,

Di dalam pasal 2 dari Peraturan Menteri Kehakiman
Tahun 1991 menyatakan bahwa : Mengubah pasal 10 ayast (1)
Peraturan Menteri RI. No. M.10-PK.04.10 Tahun 1989 yang
berbunyi :

Assimilasi, pelepasan bersyarat dan cuti men jelang

bebas tidak diberikan kepada :

@. Narspidana yang terlibat dalam perkara-perkara
subversi, korupsi, penyelundupan, perjudian,
narkotika atau perkara lain yang menimbulkan
keresahan dan menarik perhatian masyarakat;

b, Narapidana yang kemungkinan akan terancam Jjiwa-
nya stau mengulangi melakukan tindak pidana
apabila diberikan assimilasi, pelepasan bersvarat
atau cuti menjelang bebas:;

c. Narspidams warga negara asing bukan penduduk Indo-

nesia.

Menjadi :
Assimilasi, pelepasan bersyarat dan cuti menjelang

bebas tidak diberikan kepada:

a. Narapidana yang kemungkinan akan teramcam jiwa-
nya atau mengulangi melakukan tindak pidana apa-
bila diberikan assimilasi, prelepasan bersyarat
atau cuti menjelang bebas:

b, Narapidana warga negara asing bukan penduduk Tndo-
nesia,
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Di ketahui bahwa g4 dalam
Peraturan Menterj Kehakiman R1,
penulis paparkan di atas,
jatuhi hukuman karena mela
dak dapat memperoleh nakay
Ssyarat, akan tetapi

pasal 10 ayat (1) dari
Tahun 1989, seperti yang
bahwa bagi terpidana yvang di-
kukan tindak pidana khusus ti-
2@ untuk dilepaskan secara ber-
dengan adanya penyempurnaan Peratuy-

ran Menteri Kehakiman tahun 1991, maka " 88suai dengan pa-

sal 2 dari Feraturan Menteri Kehakiman RI. tahun 1991
itu,. para terpidana yang di hukum karena melakukan tindak
pidana khusus tersebut sudah dapat mem

peroleh Raknya untuk
dilepaskan secars bersyarat, .

dengan beberapa persyarstan
tambahan sesuai dengan bunyi pasal 3 peraturan Menteri
Kehakimzn RI. Tahun 1991 vaitu :

E;pkésadaranLdannperilakuwnarﬁpidana.yang bersang-
kutan semakin membaik selama dalam lembaga pemasyarakatan,
Penilaisan tentang kesasdaran dan perilaku narapidana terse-
but dilskukan oleh para anggota Tim Pengamat Pemasyarakat-
an Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan bersama unsur
dari BAKORSTANASDA setempat, dengan menggunakan kattu pem-
binaan narapidana berdasarkan ketentuan vang berlaku.

b. Adanva kesediaan dari Seseorang, badan atau lem-
baga yang memberikan jaminan secara tertulis di atas mate-
rai bahwa narapidana yang bersangkutan tidak akan melarikan

diri. :
Berdasgrkan pertimbangan atau alassan tertentu, ja=-

inan tersebut dapat diwujudkan dalam behtuk uang, yang -
miria

kan ditetapkan lebih lanjut oleh tim pengamat pemasyara-
d

katan.

Pelepasan EEIE‘_‘."EL‘E tn}ra

4.5

pembinaan narapidana adalah meérupakan suatu proses

yarakatan yang dilaksanakan secara berangsur dalam
pemas

p apntara satu dengan lainnTa:ying tidak ierlEpaa kait-
taha
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annya. Sebagaimana yang dituangkan dalam surat edaran

Kepala Derektorat Pemasyarakatan

tanggal .B Pebruari
1965, Nomor K.P/13/3/1,

serta surat edaran Direktur
Jenderal Bina Tuna Wargas tertanggal 5 April 1970

Nomor DDP.2.1/10/5, Kemudian diperjelas surat edaran
Kepala Direktorat Pemasyarakatan, tanggal 7 Pebrusri
1978 Nomor D.B/4,1/14 /14, tentang proses pemasyarakatan

dibagi dalam empat tahap pembinaan, dengan uraisn se-
bagai berikut

Tahap pertama

Setiap narapidana yang . dimbsukkan ke dalam lem-
baga pemasyarakatan, maks oleh petugas lembaga pemasys-
rakatan melakuksan penelitian untuk mengetahui segala
hal ikhwal diri terpidana, termasuk sebab-sebab menga-
pa sampai terpidana tersebut melakukan pelanggaran atau
tindak pidana serta keterangan lainnva.

Tahab kedua

: Jika proses pembinasan terhadap para terpidana
telah berlangsung sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga)
dari lamanya masga pidana napi tersebut, dan menurut
Dewan Pembina Pemasyarakatan sudah mencapai cukup ba-
nyak kemajuan, serta telah memperlihatkan keinsyafan,
serta patuh, disiplin, taat terhadap semua peraturan
tata tertib lembaga pemasyarakatan, makas kepada terpi-
dana yang bersangkutan dapat diberikan kebebasan yang

lebih banyak.

Tahab ketiga

Jika proses pembinaan terhadap para terpidana
tersebut telah menjalani 1/2 (setengah) dari lamanya
masa pidana sebenarnya, dan menurut Dewan Pembina Pema-
syarakatan telah mencapai cukup banyak kemajuan, baik
cecara fisik ataupun mental dsn juga keterampilannya.
Maka pembinaan terhadap terpidana yang bersangkutan
diperlukan agar diadakan assimilasi dengan masyarakat

juar antara lain : napi tersebut dipercayakan untuk
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melakukan pekerjaan yang
pemasyarakatan,
lain sebagainya.

berada diluar tembok lembaga
mengikuti pendidikan sekeclah, dan lain-

Akan tetapi pPengawasan dan pembinaannya

tetap
masih berada di

bawah tanggung jawab lembaga pemasya-
rakatan dimans terpidana tersebut menjalankan

Tahab keempat

pidananya.

Dan jika proses pembinasan terhadap para terpida-
na tersebut telah menjalankan 2/3 (dua pertiga) dari
masa pidana yang sebenarnya, dan sekurang-kurangnya
9 (sembilan) bulan, maka kepada terpidana yang bersang-
kutan akan diusulkan pelepasan bersyaratnya.

Dari uraian di atas, dapatlah menggambarkan bahwa
dengan melalui tahap-tahap tersebut, maka para terpidana
dapat tergugah kesadarannya untuk melakukan introspeksi
diri terhadap manifestasi nilai-nilai etis. Di .samping
itu juga dapat mencerminkan betapa besar peranan lembaga
pemasyarakatan untuk membina para terpidana agar supaya
kelak mereka dapat hidup bermasyarakat dengan baik.
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BAaAB g

DATA DAN ANALISIS MENGENAT FELAKSANAAN PELEPASAN
BERSYARAT DT LEMBAGA PEMASYARAKATAN

TAHUN .1989 - 1991

UJUNG PANDANG

Setelah penulis membahas mengenai pengertian dan
pengaturan pelepasan bersyarat dalam perundang-undangan
hukum pidana serts peraturan-peraturan

yang mengatur ten-
tang pelepasan bersyarat,

berikut ini akan ditinjau data
dan analisis mengenai pelaksanaan pelepasan bersyarat di-
lembaga pemasyarakatan Ujung Pandang dari tahun 1989 sam-
pai dengan tahun 1991.

Untuk mengetahui data tentang pelaksanaan pelepas-
an bersyarat di lembaga pemasyarakatan Ujung-Pandaﬂg 88~
jak tahun 1989 sampai dengan tahun 1991, maka terlebih
dahulu harus:diketahui berapa jumlah narspidans di lem-
baga pemasysrskatan yang sedang menjalankan pidananya
sampai akhir tahun 1991, berapa orang narapidana yang
sadang dimintakan kelengkapan persyaratan untuk diusul-
kan ke ¥anwil Kehakiman, berapa orang narapidana vang ber=
hasil diusulkan ke Xanwil Departemen Kehakiman Sulawesi-
Selatan untuk mendapstkan pelepasan bersyaratnya, berapa-
orang napi yang telah menjalankan pelepasan bersyaratnya,
dan berapa orang narapidana ysng bebas murni sebelum men-
jalankan pelepasan bersyaratnya.

Adapun jumlash narapidana yang sedang menjalankan
pidananya di lembaga pemasyarakatan pjung Panda?g sampai-
akhit tahun 1991 yakni sebanyak 715 Orang napi, ‘dengan

& bagai berikut : 693 orang napi laki-laki, 22
perincian s2bag ;
ek narapidana wanita. Dari 715 orang napi, % 260 orang
idana yang sedang dimintakan kelengkspan persyarstan
il uysulkan ke Kanwil Departemen Kehakiman, + 65 orang

u.ntllk di .

perhasil diusul ke Kanwil Departemen Kehakiman, 39

ang

¥y g napi yang telah menjalankan pelepasan bersyaratnya,
ran

o o 14 orang narapidana yang telah bebas murni sebelum

s

jalankan pelepasan bersyaratnya.
men
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Dan untuk lebih jelasnya maka penyﬁjién data

dan analisisnya; penulis wraikan dalam sub bab beri-

kut ini .,

5.1 Umur Terpidans

Dari hasil penelitian penulis ternyata umur
narapidana yang sedang menjalankan pélepasan bérsya-
ratnya di lembaga pemdsyarakatan:Ujung Pandang yang = °
paling dominan adalah umur antara 21 tahun sampai
dengan umur 40 tahun, dan yang paling rendah adalah
umur 20 tahun kebawah serta umur 41 tahun keatas. Dan

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pads tabel bBérikut ini:

Tabel I
Tingkat Umur yang Mendapat Pelepasan Bersyarat

Di Lembaga Penesyarakatan Ujung Pandang Antara

Tahun 1989 - 1881

Umur ' 31889 ' 1990 ' 1991 ! Jumlah
1- g/d 10 thn ° - : R '
11 s/ 20 thn * 2 1t - ¢ 3
21 s/d 30 thn ° 7 S T 14 ¢ 27
31 s/d 40 thn ' 4 ' 2 \ . 7
41 s/d strnya ' - o2 J = 2
' 13 ' 11 ' 5 d ‘39

Jumlah

. Lembaga Pemasyarakatan Ujung Pandang,
Tahun 1991,

sumber Data

gordasarkan tabel diatas maka terlihatlah dengan

islas bahwa., antara umur 20 tahun Sampai dengan umur 40
e

+ahun yang serbanyak di lepés bersyarat., Sehingga dengan

2]

demikian SscAra tidak langsung umumnya pelaku tindak pi-
emk

3 yand dileroskan dengan syarat adalsh mereka yang masih
o

. a+pu yang sudah dewasa.
remald
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Sedangkan :
s
bagi anak di bawah umur yan ¥Yarat yang diberikan

3 dijstuhi :
wajiban un : Pldana dari ke-
2 tuk mendapatkan Pendidikan di dalam suaty

donansi tanggal 21 Desember 1917, Stb. tahun FRT e

mor 741 yang kenal sebagai Dwangopvoeding Regeling atau
peraturan mengenai pendidikan paksa, antara tahun 1989
sampai dengan tahun 1991 ity tidak dilaksanakan di-
lembaga pemasyarakatan Ujung Pandang. Hal tersebut di-
sebabkan karena disamping terpidananya (terpidana anak)
jarang bahkan tidak ada ¥apg. di hukum-di dalam lembaga
pemasyarakatan Ujung Pandang, juga karena pada wnumnya
tersangka anak yang mglakukan tindak pidana tersebut

diproses danvdi selesaikan hanya pada tingkat penyidikan
di Kepolisian setempat.

Hal lain disebabkan pula karena sarana-sarana yang
mendukung dilaksanakannya pelepasan bersyarat bagi anak
tidak ada, misalnya lembaga khusus bagi asnak, personil-
personil ahli ( Psikiaster, Kriminoleog, psikolog, sosial-

worker, dan lain-lain sebagainya).
5.2 Jenis Tindak Pidana yang Telah Mereka Lakukan

Setelah penulis paparkan mengenai variasi umur

para narapidana yang mendapatkan pelepasan_hersyarat,
mereka tergeleong remaja dan orang

Yyang mana pada umumnya |
r 21 tahun sampai dengan umur

: u
dewasa yakni antara um ; :
! mereka tidak lepas dari hubungan tin-

40 tahun, tentunyd

dak pidana yang me

dari hasil :
pan g data sekunder terpidana di, lembaga pe-

reka telah lakukan.
penelitian penulis yakni disamping

melihat langsun
0 Ujung
rerpid
4 umumnya mereka melakukan tidak

pandang, juga dari hasil pengambilan

masyarakatsa ana yang mendapatkan pelepasan

data primer pﬂf&

}ra:]{ﬂi Pad

hersyarat, palk mereka dijatuhi+. hukuman sesuai

pidana pembunuhan,
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dengan pasal 338 maupun pasal 340 KUHE

Dar '
i 39 orang N3rapidana yang mendapatkan pele-
pasan bersyaratnya di lembaga PEmasyarakstan Ujung Pan-

dang ..antara tahun 1989 sampai dengan tahun 1991 maka,

28 orang narapidana. yang dijatuhi hukuman sesuasi dengan

pasal 338 dan 11 orang narapidana yang dijatuhi hukuman
sesuai dengan pasal 340 yo. pasal 55 KUHP.

Sehingga dengan demikian tergambarlah bahwa
hubungan pelaku tindak pidana dengan tindak pidana vang
mereka lakukan sangat menentukan sekali, yang mana data
kwantitatip «yang penulis sajikan di atas menjawabnya.

Dan jika :dihubungkan dengan tujusn pemberian pe-
lepasan bersyarat kepada para terpidana tersebut, tentu-
nya juga penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa
korelasi antara umur, jenis tindak pidana yang mereka
telah lakukan dengan tujuan pemberian pelepasan bersya-
rat yvakni : pada umumnya mereka masih berumur muda .
sehingga melalui pelepasan bersyarat yang mereka jalan-

kan mereka dapat memperbaiki hidupnya untuk mengisi
F

' ' bal-
masa depannya Yangd masih panjang dan juga untuk berhba

ti pada musa dan Bangsa.

“ T n jenis tinda
D gangkan hubungan mereka dengan

k pidana yang mereka lakukan

; utama fihak korban, maka se-
tarnya ter i
masyarakat seki b

-kuran
ka menjalankan masa pidananya sekurang iﬂ
a i . =
telah mere it Q. dii8 pertiga dari masa pidana se
nya sembilan b kA giperikan pelepasan bersyarat
e
narnya maka, ™

ek
yang tentuny3a setelah mer e
baik yang persifat umum maup

ratnya. _
pelepasal persy2 _aslsh tidak lain agar sebelum para
Tujuanny?a

hebat I_’..'u..‘—'*..tt.llt "iEIEkE 'ﬂiuji untuk menyesuai-
i +u
narapldana A

kat S
: masyars I
kan diri denﬂaﬁh - korbankan, sehingga mereka dapat
. la- .
fihak yang €

lan sebaliknya
hermasyarakat yandg baik ¢
kembali hidup

s memenuhi semua persyaratan
¥husus untuk mendapatkan

kitarnya farutama terhadap
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masyarakatpun rels menerimanya kembali.

Dan jika dilihat. di dalam pasal 10 ayat (1) sub
a dari Peraturan Mentnari Kehakiman RI. No. M.01-PK.O04.
10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pelepasan Bersyarat
dan Cutl Menjelang Eebas yang berbunyi bahwa : Asimi-

lasi, Pelepasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas ti-

dak diberikan kepads : Warapiddnas yang terlibat dalam per-

kara-perkara subversi, korupsi, penyelundupan, perjudi-
an,: markotika atau perkara lain yang menimbulkan kere-
sahan dan menarik perhatisan masyarakat.

Dari.uraian pasal tersebut maka terlihatlah dengan
jelas bahwa hubungan antara pemberian pelepasan bersyarat
kepada para naraspidana dengan jenis tindak pidana vang
telash mereka lakukan sangat erat sekali, sehingga apabila
dihubungkan dengan hasil penelitian empiris penulis maka
pelaksanaan pelepasan bersyarat vang telah dilaksanakan
di lembaga pemasyarakatan antara tahun 1989 sampai dengan
+shun 1991, yang mana jenis tidak pidana yang paling do-
minan yang telah narapidana lakukan dan dilepaskan secara
hersyarat adalah pembunuhan.

pan jenis tindak pidana pembunuhan tersebut adalah
tidak dikategorikan =alah satu jenis tindak pidana yang
dimaksud sesuail dengan pasal 10 ayat (1) sub a, dari Pe-
raturan menteri Kehakiman diatas.,

5,3 Lamanya Masa Pemidanaan

setelah penulis paparkan mengenai hubungan antara
tujuan pelepasan bersyarat dengan jenls tindak picdana
telah dilakukan oleh para narapidana yang dilepaskan
yaﬂgra bersyarat di atas, maka penulis juga mencoba untuk
:::zparkan atau menguraikan mengenai hubungan antara pe-
jeapasan persyarat dengan lamanya masa pemidanaan narapi-
na yand sedang mereka jalankan di lembaga pemasyarakatan
ujung pandang antara tahun 1989 sampai dengan tahun 1991,
apabila kita membuka KUHP, khususnya pada pasal 15-



54

ayat (1),
1985:11 ) w

ilan bulan, maka ke-

KUHP di atas.

bahwa secarz matematis, tidak
mungkin pelepasan bersyarat itu dapat diberikan ke-

Alasan 1Eiﬂnya,

pada para Nnarapidana jika mereks dijatuhi hukuman yang
kurang dari 405 hari atau 13 bulan 15 hari masa pidana,
oleh karena 405 hari atau 13 bulan 15 hari itu adalash
batas yang paling minimum masa pidana yang harus nara-
pidana tersebut jslankan untuk memenuhi persyaratan
¥ormal seperti yang ditetapkan oleh KUHP pasal 15 ayat
(1) di atas.

Sedangkan jika dihubungkan dari hasil penelitian
empiris penulis ternyata dari ke-39 nsrapidana yang di-
berikan pelepasan bersyarat, pada umumnya mereka dijatuhi
hukuman di atas 6 (anam) tahun penjara.. Seperti pada tabel

berikut ini : _ Taﬁél g - g G :

Lamanya Masa Péhidéﬁaan yang Mendapat Pelepasan Ber-

t di Lembaga pemasyarakatan Ujung Pandang:
syara
3 antara Tahun 1989 - 1991

) L nya masa pemidanaan ' Napi yang menjalani pidana
o nd

! - orang
1 s/d 5 tahun

& s/d 10 tahun

11 s/d 15 tahun

16 s/d 20 tahun
JUMLAH

: 24 orang
' 14 orang
' 1 orang

39 orang

Ld ]

1

=umb Daté—- L.P. Ujung pandang tahun 1991,
Ulino e r = .
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91, telah membukti-

apat pelepasan ber-

! hukuman 4i 8tas 405 hari sebagai
batas minimun untuk 4i lepaskan bersyarat

kan bahwa semua narapidana yang mend
syarat mempunvai masa

AKkan tetapi dari Hasii wawancara penulis dengan

petugas lembaga pemasyarakatan Ujung Pandang yang khusus

menangani bidang pelepasan bersysrat, ternyata pelaksanaan

pelepasan bersyarat di lembaga pemasyarakatan Ujung Pandang
Jika dihubungkan dengan lamanys masa pemidanaan itu ber-
beda dengan teori, yang mana mereka menggariskan bahwa
batas minimun seorang narapidana untuk mendapatkan pele-
pasan bersyaratnya adalah Eurang lebih 2 (dua) tahun, &
{enam) bulan atau 900 (sembilan ratus)hari, lamanva masa
pidana yang narapidana harus jalani.

Alasan tersebut dikarenakan oleh beberapa sebab,
yang antara lain dari segi teknis pelaksanaan pelepasan
bersyarat dan dari segi non teknis. Dari segi teknisnya
vakni mengenai banyakhya kelengkapan data administrasi

yang harus dipenuhi oleh seorang narapidana yang ingin

diberikan pelepasan bersyaratnyd, sedangkan data-data

administrasi tersebut sebahagian besar dijalankan oleh
petugas Balsi Bispa ., yang mana tidak terlepas dari ke-
- ekurangan data terpidana dari jadwal yang

dan lain-lain sabagainya.
eknisnya adalah masih

terlambatan, k

telah ditentukan.,

- .Sedangkan dari segi non t A8
k . personil yang berhubungai dengan hal ini (pe-
lurangnyb s srat), dana, jauhnya tempat tinggal terpidana
epasan bersyY ;

siteliti oleh petugas, pengetahuan terpidana,
Yang harus ln 2ol Pglepaﬁa“ bersyarat yang masih kurang,
masyarakit Tﬂf:ktﬂr jain yang menghambat pelaksanaan
serta faktor-

an waktu vang sebenarnva.
yarat

sual dend
pelepasan bers e
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5 ud Status E":'Si-al Terpidana

Setelah Penulis

" membaha
terpidana, jenis o § hubungan antara umur

Pidana Yang telah.mereka laku-
emidanaan dengan pelakssnaan
embalba Pemasyaraskatan Ujung-

9 sampai dengan tahun 1991,

1 penulis aken mencoba menguraikan
mengenal status sosial terpidana Yang sedang menjalan-

kan pelepasan bersyaratnya mulai tahun 1989 sampai
dengan tahun 1991,. _ . -

kan serta lamanya mazss D
pelepasan bersyarat di 1
Pandang antara tahun 198
maka pada sub bab ini

Akan tetapi sebelum penulis membahas lehih lan-
jut terlebih dahulu, penulis tetapkan beberapas kriterisa
Yang menjsdi patokan dalam penetapan status sosisl ter-
pidana tersebut.

Kriteriaskriteria tersebut antara lain : Keadaan
ekonomi terpidana, pendidikannya, dan pskerjasannya. Untuk
menentukan keadaan ekonomi terpidana, penulis membagi
atas tigas kelompok yakni keddaan ekonomi atas, sedang dan
bawah, yvang didasarkan atas banyaknya pendapatan atau
penghasilan dalam- keluarga terpidana setiap-bulannya.
Untuk menentukan tingkan pendidikan terpldana penulis
mengambil patokan umum yakni: buta huruf/sp, SMP

Dan untuk patokan pekerjaan terpidana
pok juga yakni : Petaniy

hanya
dan SMA keatas.
penulis membagi atas tiga kelom

Buruh, Pegawai dan Wiraswasta.
D di dalam penentuan status sosial terpidana
an

vang menjadi ukuran umum nantinya, maka penulis membagi

atas tiga pengElep&kan yaitu:

i en

endah. Pepulls m ;

sedang danhzla cerpldana memenuhi minimum .dua kriteria di-
tinggi apa

3 I:'EE m m ial Eetflang,ma};a

~-kurangny
4 i
ekura ggla aui batas status sosial tinggi.

rerplidana yang berada pada sta-

status sosial tinggi,
etapkan statius sosial

a harus memenuhi dua kriteria
terpidana s
itu tetapi tidak

Dan yandg lainnya adalah

tus sosial rendah.
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Dari ke-3g9 ' Orang ter
kan pelepasan hersy

(sebelas) orang
bih

i pidana yang sedang menjalan-
atnys maka Penulis menetapkan 11

te
ielasn o Sebagai sampel. Dan untuk le-

| Tabel 3

Sstatus Sosial. Terpidana vang Sedang Menjalankan

Pelepasan Eersyaratnya di Lembaga Pemasyarakatan
Ujung Pandang Antara Tahun 1989 - 1991

Keadaan Ekonomi' Pendidikan' pekerjaan' Ket!

onden .
Re=p , RAGh' Sdg' Tgi 'BM/SD'SMP'SMA'PB'Pg'ls’® oo
1 ] ]

= ' i Yo% 1w ke v s pan
¢ A ' JE T B B -
3 ' ' x roox L (I ' ' rdh
a B ' + %+ 1+ 4 v 1t Rdh
5 oo ' %« + 4t %1 1 v Ran
6 o W 0 : « % 1 v v %1 v 1 Rdh
q , L « w 1+ v ®+ t* 1 Rdh
B - ' * ! ¥ e T " b ! ' Rdh
: P * B LA LR -t
9 voow ! g ' el K ML Y T G50
O | ' ' . T X towr 11 RBag
i 5% J ®

rendah dgn'EEnﬂapaEan Rﬁiﬂﬂﬂ-ﬁpluﬂ.ﬂﬂﬂ,-
cedand dgn;pendapatan.Rpiﬂl.DDD;RPEGG,una,-
+an Rp500,000,~-ke atas.

Keterangan: R4h =
5dg =
Tgi =
5ts8 .= :
pH = Buta Hurux

PetanifﬁurUh

wiraswasta

Tinggl dgn. pendapa
Status sosial Terpidana.

FE *
Ws

n

tas, maka 9 (sembilan)
tabel 3 di @

mpunya
1 yang mempn
punyai status soslal yang

Dari d

& i status soslial rendah dan
tm
1 tersebu

orang sampe

2
orang S3MP
dua} EEH'EI:‘EJ' Yﬂﬂg mem

yal status sosial

hanya 2 (
sedang, Sedangkal
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'¢inggi tidak ada,

Berda 2 :
: sarkan hasil dari data tabel TIT a4 at
5 e i
naka penulis menarik suaty kesimpulan bahwa stat -
s 50-=

= :
sial Pﬂrt terilﬁana Yang sedang menjalankan pelepasan
persyaratnya di lembaga pemasyarakatan Ujung Pandang

antara tahun 1989 sampai dengan 1991 adalash berstatus
spsial sedang kebawah,

5.5 Terpidana ysng Kembali Menjalani Sisa Masa Hukuman-

nya di Lembaga Pemasyarakatan Ujung Pandang Karena
Melanggar Pelepasan Bersyaratnya

Seperti-yang penulis jelaskan sebelumnya bahwa
tujuan pelepasan bersyarat diberikan kepada narapidana
adalah merupakan suatu bentuk pembinaan yang dilakukan
di luar tembok lembaga pemaswarakatan, bagi narapidana
yang memenuhi syarat seperti yang dimaksud dalam pasal
15 sampai dengan pasal 17 KUHP dan pasal 7 sampal pasal
10 dari Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang assimilasi, pelepasan
Bersyarat dan Cutl Menjelang Bebas.

Akan tetapl sesuai dengan pasal 22 darl Peraturan

Menkeh RI, diatas bahwa Izin asimi |
pat dicabut oleh kepala

raplidana 1tu: hidup se-
bergaul dengan residi-

lagi, pelepasan bersyarat

dan cuti mengunjungi keluards E
an, apabila na

malas bekerja.
an tindak pidana, menimbulkan ke-

ar ketentuan mengenal pelaksana-

lembaga pemasyarakat
cara tidak teraturl.

vis, mengulangi melakuk

resahan masyarakats me langd

an pelepasan he;syaratnya. Ry e

Bahkan sesuai dengah pasal 25 da PL it
RI. itu, maka bagi narapidana yang 5%¢3bUt ;Et P5 E o
, g anksi. sanksi terse ut sesus
dlkenakan 5"1 dari peraturan Menkeh RI.itu
et . remisi dan selama menjalan-
0 (para napi). ridak dapat

ganksi lainnysd adalah napi-

bersyaratnya
ngan pasal 26 dan paséa

adalah tidak diberikant

m
kan sisa masa pidananys
n agimilasi-

mengikuti kegiatd

aereks
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- — ° di 1y
tidak dihitung sebagai mg 8 lembaga Pemasyarakatan
. S8 menj
selams menjalap lalankan pidana, dan
: Kan sisa M3sa pidanan :
pat mengikuti pelaksa ¥3 mereka tidak da-

. ODaan pale
cuti menjelang bebas Pasan bersyaratnya dan

Dan dari hasil penelitian

ke-39 orang napi Yang sedang menj
syaratnya hanvsa Eidua].nranﬁ napi
pasan bersyaratnya,

penulis ternyata dari
alankan pelepasan ber-
yang melanggar pele-

ini menandakan bahwa pelaksanaan pelepasan ber-
syarat yvang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan Ujung-
Pandang antara tahun 1989 sampali dengan tahun 1991 me-
rupakan cukup berhasil, jika dilihat secars kwantitatif
jumlah napi yang melanggar peraturan bersyaratnya.

Akan tetapi jika di lihat secara kwalitatif, ma=
ka menurut penulis pelaksanaan pelepasan bersyarat di-
lembaba pemasvarakstan Ujung Pandang belum begitu ber-
haéil, alasannya karensa pengawasan yang dilakukan oleh
petugas dalam hal ini adalah tugas Balai Bispa belum
begitu efektif. Hal ini disebabkan karena metode vang
dilaksanakan . oleh Balai Bispa dalam mengawasi kliennys
pada kenyataannya adalah metode non aktif. Penulis dapat
katakan begitu sebab bukannya petugas ysng bersangkutan
harus turun lapangan memantau aktifitas kliennya setiap
saat, akan tetapi klien yang ditugasskan untuk melapor
kan aktifitas dirinya pada waktu yang telah ditentukan

misalnya sekali dalam sebulan.

i kenyat
Dengan melihat dari
! antara ke-39 napl yang melak=

bheberapa diantaranya

aan tersebut, maka ti-

dak tertutup kemungkinan di
atnya itu,

tas pelepasan bersyaratnya
gispa ataukah terlambat di-

sanakan pelepasan bersyar
telsh melakukan pelanggaran 3
tanpa diketahuil oleh petuga?
ketahui perbuatan kliennys itu.

tasn
klien yang me laporkan aktifi e
1aporannya tidak p

Kemungkinan lain karenas
ya pada petugas maka di=-
t menjaﬁin 100 % ke-

antara semua
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benarannya,
" dijatuhkan k

bersyaratnya adalah hanya san
bingannya ditingkatkan,

T e m W e L
e

5.6 Hambatan-hambatan Pelaksanaan Pelepasan

Bersyarat
di Lembaga Femasyarakatan Ujung Pandang

Dalam pelaksanaan pelepasan bersvarat.

masih ju-
ga mengalami hambatan,

sehingga pelaksanaannya perlu di-
upayakan untuk mengatasi faktor yang menjadi

nya, balk yang bersifat eksternal
internal vyaitu :

penyebab-
maupun yang bersifat

Faktor Eksternal,

Masih adanya pelembagaan berfikir masyarakat de-
ngan kecenderungan budaya dendam, yang mempunyail akibat
bahwa narapidana yang mendapat persetujuan dari masya-
rakat untuk di lepaskan bersyarat belum menjamin kese-

lamatannys 100 % .
Masih kurangnya pengetshuan masyarakat mengensi

pelepasan bersyarat, sehingga mereka beranggapan bahwa

pembinaan lanjutan narapida dalam menjelankan pelepasan

bersyaratnya adalah merupakan tanggungjswab penuh petu-

as pemasgysarakatan . o
) ’ ! ' secara realistis partisipasi ma-
da para narapidana yang sedang

tnya masih relatif kurang.

Dengan demikian,
syarakat yang diberikan kepa
melaksanakan pelepasan bersyara
Sehingga tujuan pelepasan hersya

tidak terlaksand.

rat yang dicita-citakan

rnal.
e Kantor palai Bispa secara ideal,
va
litian S
lepasan bersyaratnya

Belum berperann

dan pene
sehi engawasan i
ehingga pend g menjaslani Pe

osial kemasyarakatan

yang akan dan sedan

masih kurang efektif.
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petugas Balai Bispg
klien-klien,

litmas Seorang klien, apabila
Wilayah Kodya Ujung Pandang

klien Yang berad i
. a di 1 Kod-
ya Ujung Pandang adalah Ep 3000, - S

Luasny

klien bEﬂGmisili di dalap
adalah Rp 2000,- danp bagi

a8 wilayah kerja petugas Balai Bispa sedang-
kan sarana dan prasarana tidak menunjang misalnya
raan dinas untuk

kenda-
bertugas di lapangan tidak ada, dan lain-

lain sebagainya.

Sedangkan hambatan dalam proses pembinaan yang
di laksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan adalah:
tidak adanya sarana penunjang seperti ruangan perpusta-
ksan umum, Lembaga konseling, Lembaga khusus bagi napi
anak, bantuan jasa para Psycolog, Psychiater, Sosial
worker dan Criminclog, dan lain-lain sebagainya.

Akan tefapi walaupun- faktor-faktor penunjang se-
perti yang penulis paparkan di atas belum ada, namun

tidak berarti bahwa pelaksanaan pembinaan bagi narspi-

dana vang akan atau sedang menjalankan pelepasan her-
syaratnya tidesk terlaksana.
Para petugas yand berkaitan dalam tugas tersebut

dan petugas Balai
vakni petugas lemba an petug

a pemasyarakatan
¥ uk melaksanakan

xsimal mungkin unt

i ema :
Eispa’ ,berupays 8§ gai mana yang di-

glepasan bersyarat seba
yakni berupaya

pelaﬁéanaan P

cita~citakan bersama.

ana ketengah-tengd
1li.

mengembalikﬂn pa=-

ra narapid :
. a8
pun rela menerimanya kem
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PENUTUE
6.1 Kesimpulan

8. Bahwa pelepasan bersyarat adalah suatu sistem

pembinaan yang diberikan kepada para terpidana
¥Yang dilaksanakan di luar lembaga pemasyarakatan,
bagi terpidana yang telsh telsh menjalankan dua-
pertiga dari masa pidana sebenarnya dan dua per-
tiga masa hukuman itu harus sekurang-kurangnya
sembilan bulan telah dijslankan, dan selama ter-
pidana menjalankan pelepasan bersyaratnya mere-
ka berada di bawah pengawasan biro-birec atau ba-
dan khusus yang ditunjuk eleh pemerintsh dengan
beberapa persyaratan yang telah ditetapkan sebe-
lumnya, dan jike terpidana melanggar persyaratan
tersebut, maka mereka segera dikembalikan ke lem-
baga pemasyarakatan untuk menjslani sisa masa hu-
kumannya.
b, Bahwa tujuan pelepasan bersyarat adalah untuk mem-
bangkitkan motivasi atau dorongan pads diri nara-
pidana ke:arah pencapaian tujuan pembinasn, mem-
beri kesempatan bagli narapidans untuk meningkat-
kan pendidikan dan keterampilan guna mempersiap-
kan diri hidup mendiri di tengsh masyarakat sete-
l1ah bebas menjalani pinana, mendorong masyarakat
perperanserta secara aktif dalam penyelenggaraan - .
pemasyarakatan.
Hubungan antara umur, jenis tindak pidana dan la-
manya masa pemidanaan dengan pelepasan bersyarat
di lembaga pemasyarakatan Ujung Pandang. tahun 1989
sampail dengan tahunl 1991 adalah sangat erat vakni :
perdasarkan data empiris yang penulis peroleh bah-
wa, pada umumnya mereka masih berumur muds yaitn
antara umur 21 tahun sampai dengan 40 tahun, se-
hingge melalui pelepasan bersyarat yvang mereka
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Yang mereka telash laku-
: ¥ang mana sangat merenggangkan hubungan mereka
Je8ngan masyarakat sekitarnya terutams fihak korban,
maka setelah mereks jalankan dua "pertiga. dari masa
pidana sebenarnya dan sekurang-kurangnya seimbilan
bulan, mereka akan diberikan pelepasan bersyarat.
Tujuannya adalah agar sebelum napi itu bebas hetul
mereka diuji untuk menyesuaikan diri dengan masya-
rakat, terutama terhadap fihak korban. Sehingga
mereka dapst kembali hidup bermasyaraskat yvang baik
dan sebalikny. masyvarakatpun rela menerimanya.

Dan oleh karena dari ke-39 narapidana vang menda-
patkan pelepasan bersyarst, semuanya melakukan
tindak pidana pembunuhan, dan jenis tidak pidana
pembunuhan tersebut adalah tidak dikategorikan sa-
lah satu jenis tindak pidana yang dimaksud sesuai
dengan pasal 10 ayat (1) sub a, dari peraturan Men-
Kehakiman RI. NO.M.O1-PK,04.10 tahun 1989, ten-
asimilasi, pelepasan bersysrat dan cuti menje-

teri

tang
lang bebas.
‘Jika dihubungkan dengan lamanya masa pemidanaan

maka, secara teeritis hubungan itu ada, .@lasannva
hubungan itu dapat dilihat pada isi pasal 15 ayat(1)
UHP, bahwa terpidana itu despat diberikan pelepasan
persyarat apabila mereka telah menjalankan hukuman-
nya dus pertiga dan sekurang kurangnya sebilan bulan,
maka jika mereka dijestuhi hukuman kurang dari sembi-
1an bulan maka pasti mareka tidak memperoleh pelepasan
bﬂrﬁfarat'

alasan lainm. bahwa secara matematis tidak- akan mung-
kin pelepasan bersyarat itu dapat diberikan kepada
para terpidana, Jjika mereka dijatuhi hukumsn yang-
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Kurang dari 405 hari atau 13 bulan 15 hari ma=
58 pidana. Qleh karena 405 hari atau 13 bulan
15 hari itu adalah batas yang paling

minimum
masa pidana yang

harus mereka jalankan untuk

memenuhi persyaratan formal seperti yang di-

tetapkan di dalam pasal 15 ayat (1) KUHP.

Dan jika dihubungkan dengan hasil penelitian

empiris penulis, persyaratan formsl seperti

yang dimaksud pada pasal 15 ayat (1) KUHP, ma-

ka dari ke-39 narapidana yang sedang menjalan-

kan pelepasan bersyaratnya, pada umumnys mere-

ka dijatuhi hukuman di atas 6 (emam) tahun pen-

jara.,

g. Terhadap tingkat status sosial ke-3% narapidana
yang menjalankan pelepadan bersyaratnya, pada
umumnya mereka berstatus sosial sedang ke bawah,

h. Terhadap kriteria yang pasti tentang syarat pem-
berian pelepasan bersyarat yang diberlakukan ba-
gi terpidana sesuai dengan undang-undang, dimana
meﬁjadi pegangan bagi sparat lembaga pemasyarakat-
an untuk mengusulkan pelepasan bersyarat bagi se-
orang terpidana adalah : sesuai dengan persyarat-
an yang ditentukan oleh pasal 15%a KUHP, pasal 7.
pasal B, pasal 9, pasal 10 dari Peraturan Mente-
ri Kehakiman BRI.No. M.01-PK.04.10 tahun 1989, yang
merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan

mengenai pelepasan bersyarat sebelumnya. Kemuﬁi?n

peraturan menkeh RI.tersebut diatas di sempurnakan

lagi persyaratan pemberian pelepasan bersyarat ter-

hadap pars terpidana sesuai dengan pasal 3 dari

peraturan mMenteri Kehakiman RI.Neo. M.O1-PK.04.10
¢tghun 199%1.

& g garan-saran

girany?@ penyebarluasan informasi mengenal penger-
E=



kan saja tanggungja

wab penuh fihak yang berwenang
( Balai Bispas },

tetapi merupakan tanggungjawab
seluruh wargs masyarakat.

Seyohianya instansi_yang berwenang { Kanwil Kew--
hakiman ) meninjau kembali atau melengkapi keku-
rFangan-kekurangan yang terdapat pada Balai Bisps
dan lembags Pemasyarakatan Ujung Pandang pada
khususnya misalnya :penambshan personil yang ber-
tugas di Balai Eispaﬁ. utamanya perscnil yang me-
ngawasi langsung klien-klien dilapangan ; dana untuk
penelitian kemasyarakatan : sarans transpor dan-
lain-lasin sebagainya. Sedangkan kekurangan pada
lembaga pemayarakatan adalah tidak adanva sarana
penunjang seperti ruangan Perpustaksan Umum, ban-
tuan jasa para Psyceoleog, Psychiater, Sosial Worker,
dan Criminolog. Yang mana sangat membantu dalam
mengatasi problema-problema para narapidana, sehing-
ga usaha merehabilitasi para napi itu dapat berha-
sil utamanya bagi napi yang akan atsu sedang men-
jalankan pelepasan bersyaratnya. .
Seyogianya bagi para Ilmuan Hukum untuk lebih banyak
menulis literatur mengenai pelepasan bersyarat, agar

frensi tentang itu lebih banyak dan mudah didapat-
r=

kan.
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ABSTRAK

Jika kita mencobs membuka Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP),

Yakni di dalam pasal 15 sampai
dengan pasal 17, maka

di situ dapat dilihsat pasal yang
mengatur tentang para narapidans yang dapat dilepaskan
secara bersvyarat,

Pelepasan bersyarat adalah suatu sistem pembina-
an yang diberikan kepada para narspidana dan pelaksana-
annya dilakukan diluar lembaga® pemasyarakatam, bagi
narapidana yang telah menjalankan dua bertiga dari masa
pidana sebenarnya dan sekurang-kurangnya sebkilan bulan
telah dijalankannva,serta selama narapidana itu menjalan-
kan pelepasan bersyaratnys mereka berada dil bawah pe-
ngawasan biro-biro atau badan khusus yang ditunjuk oleh
pemerintah dengan beberapa persyaratan wang telah dite-
tapkan sebelumnya, dan jika narapidana bersangkutan me-
langgar persyaratan tersebut, maka mereka segera dikem-
balikan ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani sisa
hukumannya. :

Memang masalah pelepasan bersyarat adalash suatu

sistem pembinaan Eégi.naraﬁiaané di L.P. vang masih
kurang dimengerti oleh sebahagian masyarakat. Akan tetapi
tujuan yang sgbenarnya adalah merupaken ujian bagi nara-
uj

pidana
binaan

esuaikan
meﬂ?l i = kelak mereka dapat diterims oleh masysrakat
petul.,

1zh masa pEfCﬂhaannya berakhir, yang pada akhirnya usaha
=

setek nerehabilitasi para narapidana dapat tercapai.

u

dari apa yang +elah mereka dapatkan di dalam pem-
selama mereka menjalani pidana, sekaligus mereka
diri pada masyarakat sekitarnya sebelum bebas

unt
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